
GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ ~~ 3 /1I.02/HK/2016

TENTANG

PENGESAIIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUl'f 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal27 ayat (1) dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Recana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan
mengacu pada pada Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubemur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun
2016;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2020;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pe1aksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat
Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapltan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TABUN 2016.

KESATU Mengesahkan Perubahan Rencana Ketja Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Gubemur ini.

KEDUA Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan Keputusan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya
menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada
Diktum Kesatu meliputi:

1 Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung:

a. Biro Tata Pemerintahan Umum;

b. Biro Otonomi Daerah;

c. Biro Hukum;

d. Biro Perekonomian;

e. Biro Administrasi Pembangunan;

f. Biro Bina Sosial;

g. Biro Bina Mental;

h. Biro Umum;

i. Biro Humas dan Protokol;

J. Biro Keuangan;

k. Biro Perlengkapan dan Aset;

1. Biro Organisasi;

2 Sekretariat DPRD;

3 Inspektorat Provinsi;

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

6 Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;

7 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

8 Badan Ketahanan Pangan Daerah;

9 Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu;

10 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;

11 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

12 Badan Kepegawaian Daerah;

13 Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Daerah;

15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16 Badan Perwakilan Pemerintah Daerah;

17 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;

18 RSUD Dr. H. Abdul Moe1oek;

19 RS. Jiwa Daerah;

20 Kantor Sandi Daerah;

21 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

22 Dinas Pemuda dan Olahraga;

23 Dinas Kesehatan;
24 Dinas Sosial;

25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

26 Dinas Perhubungan;

27 Dinas Komunikasi dan Infonnatika;
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28 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

29 Dinas Bina Marga;

30 Dinas Pengairan dan Pemukiman;

31 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil, Menengah;

32 Dinas Perindustrian;

33 Dinas Perdagangan;

34 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
35 Dinas Perkebunan;

36 Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan;

37 Dinas Kelautan dan Perikanan;

38 Dinas Kehutanan;

39 Dinas Pertambangan dan Energi;

40 Dinas Pendapatan Daerah;

41 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan;

42 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
43 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

44 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal oS A"vsfvs 2016

GUBERKUR LAMPUNG,

M.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Kepala SKPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
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BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang

Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan [angka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Guna

menjamin kesinambungan antara proses perencanaan dengan penganggaran, Pasal17 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara rnengamanatkan

bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Lebih

lanjut, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa

RKPD menjadi pedornan penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pula bahwa RKPD

menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritasdan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

Sebagaimana diketahui, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 telah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Lampung Nomor 36 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016, merupakan

dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Anggaran

Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya, APBD Provinsi Lampung

Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 11Tahun2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Lampung Tahun Anggaran 2016, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota

Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung

Nomor 415.4/2966/11.02/2015 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung

Tahun Anggaran 2016, dan kesepakatan Nomor 160/1298/13.01/ 2015 tanggal 16
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November 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi

Lampung TahunAnggaran 2016.

Merujuk Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan

bahwa:

1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam

tahun berjalan.

2) Perkernbangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, pnontas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritasdaerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuktahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah,

menjelaskan bahwaPerubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi:

• Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritasdaerah;

• Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuktahun berjalan;
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• Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan;

• Pergeseran pagu kegiatan antar-SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasarankegiatan.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 mempunyai

kedudukan, peran, dan fungsi yangsangatstrategis dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Secara normatif, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016

merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan

PPAS Tahun Anggaran 2016 yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati

bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

1.2. Tujuan

Memperhatikan dinamika pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran pada tahun berjalan, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016

bertujuan untuk:

• Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD

(KUPA) Tahun 2016yangakan disusun;

• Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan di sisi Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;

• Menyesuaikan penetapanSisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);

• Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika pennasalahan dan

aspirast yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat

denganmemperhatikan prioritasdaerahdan nasional,

• Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas

melalui penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau

6



pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa

kegiatan yangdilaksanakan oleh 5KPD;

• Melakukan penyesuaian penempatan koderekening sesuaiketentuanyangberlaku.

1.3. Dasar Pertimbangan

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dasar pertimbangan dilakukannya

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun dengan

memperhatikan pula basil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan danhasil capaian kinerja

pelaksanaan kegiatan APBD Lampung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi-asumsi yang telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Lampung Tahun

Anggaran 2016, diantaranya:

• Perubahan asumsi makro ekonomi;

• Perubahan proyeksi pendapatan daerah;

• Perubahan kebijakan pemerintah pusat;

• Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai;dan

Penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan

permasalahanaktualyangberkembang,

1.3.1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat 1Lampung;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun2003 tentangKeuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 5istem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat

dan PemerintahDaerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan [angka
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Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019:

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun2016;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2015;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPjPD) Provinsi Lampung Tahun 2005­

2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
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Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009·2029;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPlMD) Provinsi Lampung Tahun 2015­

2019;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi LampungTahun 2016;

20. Peraturan Gubernur Lampung Lampung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016.

1.3.2. Perkembangan Makro Ekonomi Nasional

Hingga Triwulan I 2016 perekonomian Indonesia masth dihadapkan pada sejumlah

tantangan. . Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global berjalan lambat dan tidak

merata, disertai harga-harga komoditas di pasar mtemasional yang belum sepenuhnya

bergerak menuju perbaikan sehingga berdampak negatif terhadap kinerja ekspor di

berbagai daerah, Di sisi domestik, pengeluaran pemerintah, termasuk implementasi

proyek infrastruktur, balk di pusat maupun daerah, masih belum berjalan secara optimal.

Faktor eksternal dan domestik tersebut berdampak negatif terhadap daya beli konsumen

dan mmat investasi. Catatan statistik menunjukkan, perekonomian nasional tumbuh

melambat menjadi 4,92% (yoy) dari 5,04% pada triwulan sebelumnya.

Rendahnya belanja pemerintah daerah pada Triwulan I 2016, turut menahan

pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum, daerah-daerah dengan basis utama sektor

SDA menunjukkan realisasi belanja di bawah rata-rata. Hal ini sejalan dengan menurunnya

kinerja sektor-sektor SDA, yang kemudian berdampak pada menurunnya dana bagi hasil

(DBH), yang menjadi sumber dana APBD. Meskidemikian, kinerja konsumsi rumah tangga

yang meningkat dapat menahan perlambatan ekonomi lebih dalam di berbagai daerah.

Inflasi nasional pada Triwulan I 2016 hingga April 2016 relatif terkendali di seluruh

wilayah. Pada akhir Triwulan I 2016 tercatat sebesar 4,45% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan dengan akhir Tahun 2015 yang tercatat sebesar 3,35% (yoy). Penurunan

harga B8M, khususnya bahan bakar bersubsidi, yang diikuti oleh kebijakan penyesuaian
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tarif listrik pada bulan Febuarl dan Maret 2016 serta koreksi tarif angkutan udara turut

menjadi faktor penyebab rendahnya inflasi di berbagai daerah. Komoditas bahan pangan

yang mengalami koreksi harga ke bawah antara lain, daging, ayam ras, dan telur, kondisi

serupa juga terjadi pada komoditas beras, Sementara ltu tekanan inflasi berasal dari

komoditas hortikultura yaitu bawang merah dan cabai merah mengalami peningkatan

harga, beberapa daerah sentra bawang merah di [awa Barat, JawaTengah, dan JawaTimur

mengalami kendalaproduksiakibat tingginya intensitas hujan.

Tekanan lnflasl terendah terjadt di wilayah [awa yaitu sebesar 3,93% (yoy), kemudian

Kawasan Timur Indonesia (KTl), dan Kalimantan, masing-rnasing sebesar 4,72% (yoy),

dan5.07% (yoy). Inflasi tertinggipada Triwulan I 2016terjadi di Sumatera, yang mencapai

5,71%. Tekanan lnflasl di Sumatera pada Triwulan I 2016cukup tinggi dari akhir tahun

2015 yang tercatat sebsesar 3,05%. Hal ini disebabkan peningkatan harga beberapa

komoditas pangan terkait pergeseran masa tanam. Penurunan harga bahan bakar minyak

(BBM) bersubsidi di Triwulan I 2016, memicu rendahnya inflasi untuk komoditas

premium/solar dan angkutan dalarn kota di beberapadaerah.

Memasuki awal April 2016 tekanan inflasi lebih rendah dibandingkan bulan

sebelumnya terutama sebagai dampak penurunan harga beras dan cabai merah didukung

oleh panen raya yang mulai berlangsung. Deflasi April 2016 tercatat sebesar 0,45% (mtm)

atau Inflasi awal April3,600/0 (yoy), lebih rendah dari pada akhir Maret 2016 sebesar

4,45% (yoy). Dorongan deflasi ditopang oleh kelompok administered prices dan bahan

pangan. Deflasi bahan pangan terutama bersumber dari kornoditas cabal merah, beras,

ikan segar, daging ayam ras, dan cabai rawit Deflasi administered prices juga dipicu oleh

penyesuaian harga BBM dan dampak lanjutannya. Selain itu, kondisi pasokan yang relatif

terjaga ditengah peningkatan permintaan menjelang hart besar keagamaan turut

mendukung pencapaian inflasi yang lebih rendah. Meski demikian, tekanan Inflasl dart

komoditas pangan khususnya bawang merah, bawang putih dan minyak goreng dalam

jangka pendek perlu diwaspadai seiring dengan keterbatasan pasokan dan peningkatan

harga CPO.
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Meninjau perdagangan internasional, perkembangan nilai tukar rupiahterhadap mata

uang asing berperan penting dalam transaksi perdagangan sekaligus menjadi salah satu

barometer stabilitas makro ekonomi. Dalam konteks tersebut, perkembangan level dan

f1uktuasi nilai tukar selalu menjadi topik pembicaraan menarik dan mengundang fokus

perhatian banyak pihak, khususnya manakala nilai tukar mata uang domestik mengalami

tekanan. Sebagai negara dengan perekonomian yang terbuka, dinamika ekonomi global

akan memengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Interaksi perekonomian nasional

dengan perekonomian global, terjalm melalui kegiatan perdagangan internasionaI.

Dukungan kegiatan perdagangan internasional pada kinerja ekonomi dipengaruhi oleh

seberapa besar ekspor dapat dipacu, meskipun importetap dilakukan.

Faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja ekspor yaitu perrnintaan negara mitra

dagangdan perkembangan nilai tukar. Dalam beberapa waktu terakhir kondisi nilai tukar

rupiah cenderung terdepresiasi. Secara teori kondisi ini akan menguntungkan kinerja

ekspor, karena pelemahan nilai tukar dapat memperbaiki daya saing komoditas ekspor

dari sisi harga,Meski demikian pemanfaatan peluangsangat tergantungpada faktor-faktor

lain yangmemengaruhi dayasaingdari komoditas ekspor tersebut.

1.3.3. Prospek Perekonomian Nasional

Pertumbuhanekonomi nasional untuk keseluruhantahun 2016 diprakirakan membaik

dibandingkan dengan tahun 2015. Pertumbuban ekonomi tahun 2016 diprakirakan

berada di kisaran S,Oo;.-S,4%, membaik dari realisasi pertumbuhan tahun 2015 yang

tercatat sebesar 5,04%. Gairah kegiatan konsumsi dan investasi diharapkan menjadi

penopang membaiknya kinerja ekonomi. Belanja pemermtah yang diproyeksi meningkat

pada triwulan II 2016 menjadi stimulus penggerakkegiatan ekonomi, terutama investasi.

Sejalan dengan hal tersebut, optimisme dunia usaha diprediksi membaik sehingga

rnendorongekspansiusaha.

Selain itu, harapan akan membaiknya perekonomian global, terutama ekonomi negara­

negara maju, berpotensi menciptakan peluang ekspor. Geliat yang terjadi di dunia usaha

akan berdampak positif pada membaiknya pendapatan masyarakat, sehingga daya beli

membaik. Lebih lanjut perbaikan daya beli akan mendorong kegiatan konsumsi. Sebagai
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cerminan dart meningkatnya investasi, kegiatan impor juga diprakirakan akan meningkat,

terutama untukimporbahanbakudan barangmodal.

Inflasi sepanjang tahun 2016 diprakirakan tetap terkendali hingga akhir tahun,

sehingga masih berada dalam kisaran sasaran innasi nasional sebesar 4% plus minus

1%. Berbagai upaya pengendalian inflasi serta koordinasi yang semakin kuat dengan

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diyakini akan mampu membawa

pergerakan inflasi ke level yang lebih rendah. Optimisme terhadap kemampuan

mengendalikan inflasi daerah tersebut ditopang oleh upaya Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID) dalam merumuskan arah kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, baik

kebijakan jangka pendek (musiman) maupun yang lebih berjangka panjang (struktural).

Dengan adanyaperencanaan pengendalian inflasi yanglebih baik, diharapkan ketersediaan

pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi terhadap barang-barang kebutuhan

masyarakat, terutama pangan, dapat terwujud. Selain itu, pernberian informasi kepada

masyarakat tentang upaya yang akan ditempuh pemerintah dalam menjaga kestabilan

harga dan ketersediaan pangan merupakan strategi komunikasi yang efektif untukmenjaga

ekspektasi hargapada kalangan masyarakat.

1.3.4. Perubaban Asumsl Makro dalam Rancangan Perubahan APBN 2016

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkinl, serta

berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan

terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016.

Hasll pembahasan antara Pemerintah bersama DPR pada tanggal 28 [uni 2016

mensepakati asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam R-APBNP tahun 2016

sebagat berikut:

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah

dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen.

Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi

global dan tren pelemahan hargakomoditas terutama energi. Sementara dar!sisidomestik,

stabilitas inflasi akan didukung olehsinergikebijakan Pemerintahdan Bank Indonesia (BI)

dalam menjaga hargakebutuhan pokok masyarakat.
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Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia,

perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian

diharapkan mampu menjagastabilisasidan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan

mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500per

dolar AS, menguat dibandingkanasumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per

dolar AS.

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja

industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US$40 per barel

lebih rendah dibandingkan dengan asurnsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US$50 per

bare!.Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnyaperekonomianglobal, di

tengah pasokanminyakyang masih tinggi.

Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.970 rlbu barel

setara minyak per han, yang meliputi lifting minyakbumi sebesar 820 ribu barel per hari

dan lifting gas bumi sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan

produksi minyakberpengaruh pada lifting gas bumi. Rincian asumsi dasar ekonomi makro

tahun 2015 dan 2016 disajikandalamtabel berikut:

TabeI I-lAsumsi Makra dalam Perubaban APBN 2016 sesuat SidangPal1purna DPR, Selasa 28 JUDI
2016

INDIKATORMAKRO ASUMSI APBN 2016 ASUMSI APBN·P 2016
Pertumbuhan ekonoml S,3 nersen S,2 person

Tin.kat Inllasl 470ersen 4.0oersen
Nllal tokar runiahrata-rata Rn13.900/USD Rn 13.500 I USD

Tin.kat sukubungaSPN 3 bulan 5,5persen 5,5persen
Harga minyak mentahIndonesia USD 50/ harel USD 40 per harel

rata-rata
Liftinn minyak rata-rata 830 ribu barel/hari; 820 ribuborel rer bali

Lifting gas rata-ram 1.155 ribn barelsetara 1.150rlbnbarelsetara
minvak per han mlnvak perharl

1.3.S. Kerangka Kebijakan Keuangan Negara

Rancangan Perubahan APBN tahun 2016 diajukan sebagai langkah untuk

menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok­

pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016 dan
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tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional. Perubahan pokok­

pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2016

dilakukan baikpada pendapatannegara, belanjanegara, maupun pembiayaan anggaran.

Secara umum langkah-langkah pengamanan pendapatan negara dilakukan melalui

kebijakan di bidang perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun

kebijakan di bidang perpajakan antara lain: (1) optimalisasi perpajakan dengan

memerbatikan iklim investasi; (2) mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli

masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik; dan (4)

mengendalikan konsumsi untuk barang kena cukai. Untuk mengamankan pendapatan

perpajakan maka Pemerintah merancang kebijakan tax amnesty! voluntary disclosure dan

melakukan upaya kerasatas penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Kebijakan

insentif fiskal berupa tax allowance, tax holiday, dan pembebasan PPN untuk sektor

industri strategis nasional juga tetap akandiberikan untuk menjaga daya saingindustridan

mendorong produktivitas industri domestik. Selain Itu, kebijakan PNBP diarahkan antara

lain: (1) menahan turunnya lifting minyak dan gas serta melakukan efisiensi costrecovery;

(2) opnmalisast penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan

batubara, (3) penyempurnaan berbagai peraturan PNBP, seperti revisi Undang-Undang

PNBP dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP; dan (4) penerapan kebijakan payout

ratioyangtepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN.

Padasisi belanja pemerintahpusat,perubahandalam RAPBNP tahun 2016 antara lain:

(1) perubahan belanjaakibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan

pembayaran bungautang dan subsidi; (2) penghematan danpemotongan belanja K!L yang

kurang produktif dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016: (3)

tambahan belanja, baik untuk kebutuhan mendesak rnaupun untuk kekurangan

pembayaran beberapa komponen belanjahasilaudit BPK; dan (4) tambahanbelanjadalam

rangkapenyelesaian piutangpemerintah, seperti piutangPDAM.

Kebijakan anggarantransfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBNP tahun 2016pada

dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2016. Namun, dalarn perkembangannya terjadi

perubahan asumstdasar ekonomi makroyangmengakibatkan perubahanpada pendapatan
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negara. Perubahan tersebut selanjutnya berakibat pada perubahan transfer ke daerah dan

dana desa, Perubahan tersebut antara lain mencakup: (1) penurunan DBH seiring dengan

penurunan penerimaan negara yang dibagthasilkan, di sisi lain terdapat kebijakan untuk

mengalokasikan kurang bayar DBH dan kebijakan optimalisasi penggunaan sisa DBH SDA

Kehutanan dari Dana Reboisasi; (2) penurunan DAK antara lain disebabkan oleh

pemotongan alokasi DAK Fisik berdasarkan usulan pengurangan secara mandiri oleh

mastng-masmg daerah, kebijakan untuk mengaJokasikan tambahan DAK sebagai

kompensasi atas kekurangan penyaluran triwulan IV tahun 2015, pengurangan dana

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD karena perubahan data jumlah guru yang mempunyai

sertifikasi kependidikan, dan penguran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dan

bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) karena perbaikan data jumlah

masyarakat miskin penerima bantuan kesehatan. Di samping itu, dialokasikan tambahan

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas

antarwilayah pada bidang jalan, [embatan, dan sarana pembangunan.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 masih tetap mengacu

pada kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2016. Perubahan kebijakan

pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 antara lain: (1) mendukung program

35.000 MW melalui alokasi PMN kepada PT PLN (Persero); (2) mendukung pambangunan

infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset

Negara (BW LMAN); (3) mendukung kebijakan penyelesaian permasalahan program

kesejahteraan rakyat melalui PMN kepada BPJS Kesehatan dan alokasi cadangan

pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur

Sidoarjo: dan (4) pemanfaatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Selain itu, dalam RAPBNP tahun 2016 juga mengakomodir perubahan anggaran

pendidikan dan anggaran kesehatan sejalan dengan perubahan volume belanja negara

untuk mernenuhi amanat peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga

kesinambungan fiskal.
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Pada tahun 2016 pendapatan negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar

Rp88.04S,0 miliar dari APBN tahun 2016. Penurunan tersebut terutama akibat penurunan

PNBP sebesar Rp68.437,S miliar yang disebabkan antara lain oleh: (1) penurunan harga

minyak mentah Indonesia; (2) penurunan lifting migas; (3) penundaan kenaikan tarif

royalti batu bara; dan (4) penurunan harga komoditas tertentu SDA nonmigas. Selanjutnya,

penertmaan perpajakan juga diperkirakan turun sebesar Rp19.550,9 miliar dari APBN

tahun 2016 menjadi Rpl.527.1l3,8 miliar yang' terutama berasal dari turunnya

penerimaan PPh migas dan PPN. Untuk mengamankan pendapatan negara terutama sektor

perpajakan, Pemerintah melakukan langkah·langkah perbaikan, antara lain: (1)

peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP)i (2) mengupayakan peningkatan tax ratiodan tax

buoyancy; (3) peningkatan tax coverage melalui penggalian potensi perpajakan pada

beberapa sektor unggulan; (4) penguatan dan perluasan basis data perpajakan: dan (5)

pelaksanaan kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure. Sementara itu, tax ratio RAPBNP

tahun 2016 sebesar 12,08 persen, namun tax ratio dalam arti luas (termasuk PNBP SDA

migas dan pertambangan umum) adalah sebesar 12,44 persen.

Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp2.047.841,4 rniliar, turun 2,3 persen dari

pagu APBN tahun 2016. Belanja negara tabun 2016 meliputi belanja pemerintah pusat

sebesar Rp1.289.537,6 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp758.303,8

miliar. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

sebesar Rp 743.548,1 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp545.989,5 miliar, Belanja

Pemerintah Pusat dalam RAPBNP tabun 2016 lebih rendah dart APBN tahun 2016 sejalan

dengan kebijakan penghematan dan pemotongan belanja K/L, perubahan pagu

penggunaan PNBP, dan perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).

Sedangkan penurunan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) memberikan

kontribusi yang cukup besar atas penurunan alokasi transfer ke daerah dan dana desa.

Sejalan dengan penurunan belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2016, maka

belanja berdasarkan klasifikasi fungsi juga mengalami penurunan, kecuali fungsi

perumahan dan fasilitas umum yang mengalami peningkatan sebesar 9,2 persen, fungsi

ketertiban dan keamanan sebesar 1,6 persen, dan fungsi pertahanan sebesar 0,4 persen.

16



Fungsi ekonomi masih mendommasi belanja pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar

26,9persen,sedangkan73,1persen tersebar pada 10fungsi lainnya.

Pokok-pokok perubahan pembiayaan anggaran meliputi, antara lain: (1) PMN kepada

BUMN diperkirakan meningkat Rp13.560,O miliar; (2) pembiayaan investasi kepada BLU

LMAN diperkirakan sebesar Rp16.000,0 miliar; (3) PMN kepada BP)S Kesehatan sebesar

Rp6.827,9 miliar; (4) pemanfaatan SAL sebesar Rp 19.011,1 miliar; dan (5) tambahan

penerbitan SBN (neto) diperkirakan Rp57.759,2 miliar. Postur ringkas RAPBNP tahun

2016 disajikan dalamTabel berikut:

T.bell·2 R1ngkas.n LKPPUnaudited 2015. APBN 2016, dan RAPBN 2016 (Millar Rupiah)

Z015 2016
Uralan LKPP MBN RAPBNP

UnauditJed

A. Pendapatan Negara 1,505,388.1 1)182,545,8 1,134,500,9
1,494,115.4 1,820,514,1 1,732.525.7

I. PendapataDDalamNegeri I,Z40,418,5 1,546.664,6 1,527.113.8
253.696.9 Z73.849,4 Z05,411,9

I. PenerlmaanPerpajakan 11,27Z.7 Z,031,8 1,915,2

2. Penerimaan Negara BuiGInPajak

II. PendaplltanHlbab

8. Belan'. N.p... 1,797,589,2 2.095,714,7 2,047,841,4-
1,174,510,8 UZ5,551,4 1,Z89.537.6

I. BelanJaPemerlnlahPusat n5.633,1 784,IZ5.7 743,548,6
+48,877,7 541,425,7 545,989.5

I. Belanja K/L 185,971,1 182,571,1 188,668,5
613.008.0 170,113,3 758,303,B

2. 8olani_ Non K/L 602.241,8 723,191,2 711,32l,ll
582,914,4 700,429,4 687.509,9

a.l.Subsldi
430,941,2 491498,1 486,833,5
151,973,1 20B,931,3 200,676,4

0,0 5,000,0 5,000.0
IL Transterke Da8l'lb dan Dana Desa

17,663.0 17.761,9 18,811.9
I. TransferkeDael1lh 20,766,2 46,98tl 46,982,1

a. DanaPertmbangan

I) Dana TransferUmum

2) Dana Transfer Khusus

b. Dalla lnsentifDaerah

c. Dana OronomiKhususdan Dana

Keistimewaan Yogyakarta

2. DlU\a Desa

C. Kesebnbangan Prhner {136,19Z,1} (B8,Z38.Z) (121,609,0)
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o. SUrplllS I (Ilellslt) "-" (292,201,1) 1273,178,9) (313,340,6)
12,53) (2,15) (2,48)

% Defisitterhadap PDO

E, remblayaaD 318,837,8 ~73,178,9 313,340,6
307,807~ 27Z,780,7 31S,867,5

I. PembiayaanDalamNegeri 11,030.5 398.2 (2,526,9)

II. PembiayaanLuadt(~geri

1.3.6. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

Seperti yang digambarkan Grafik 1.1. pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung

pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 5.05% (yoy). lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4.92% (yoy) pada periode pengamatan yang

sarna.

Gra6k H Penumbuhan EkonomlProvlnsl Lampllng dan Na.lonal (Persen yoy)

1011 ~I I. • If I I
1IW 2Q14 lOIS

Sunte!; 81'1_ LJmpuog. diolah
·"'_poIo_1lO1l"-'lOI5~ __lOIO.'OO

2.011

Dari sisi Penawaran [Tabel 1.3]. pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha,

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami

pertumbuhan tertinggi sebesar 25,56 per.en, diikuti oleh Konstruksi 19,07 persen, dan

lnfonnasi dan Komunikasisebesar 11,28 persen. Pertumbuhan pada sektor Pengadaan Air,

Perdagangan Besar, Transportasi, Akomodasl, Real Estate, Administrasi Pemerintahan. [asa

Pendidikan dan Jasa Kesehatan tumbuh pada kisaran 5 hingga 10 persen, Sernentara,

pertumbuhan sektor Pertanian (yang melibatkan sekltar 48 persen penduduk yang

bekerja) hanya tumbuh sebesar 1,11 persen,
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Sebelum Sesudah
No.

SKPD / Urusao / Bidaog /
[umlah JumlahProgram

Keglatau
Pagu Indlkatlf

Keglatan Pagu Indlkatlf

PENDlDlKAN

Program Pendidikan Non Formal 6 1,200,000,000.00 6 984,750,000.00

PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Prasarana 8 3,760,000,000.00 9 2,662,550,000.00
dan Fasilitas Perbubungan
Program Rehabilitasi dan 2 850,000,000.00 2 96,000,000.00
Perneliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAI
Program peningkatan pelayanan 10 2,162,400,000.00 10 2,671,443,000.00
angkutan
Program Pembangunan Sarana 1 50,000,000,000.00 1 50,000,000,000.00
dan PrasaranaPerbubungan
Program pengendalian dan 4 3,900,000,000.00 4 3,175,000,000,00
pengamanan lalu lintas
Program Pengembangan Pasdan 1 150,000,000.00 1 122,000,000.00
Telekomunikasi SertaMeteorologi
dan Geofisika'
Program Antisipasi dan 1 75,000.000.00 1 71.000.000.00
Pengendalian Keadaan Rescue"

56 66,625,000,000.00 57 63,684,500,000.00

Badan Pengelolaan Llngkungan
Hidup Daerah
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 14 1,094,800,000.00 14 950,800,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 4 260,000,000.00 4 245,500,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 49,500,000.00 1 49,500,000.00
Anaratur
Program Peningkatan Kapasilas 1 70,000,000.00 1 45,000,000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 3 175,000,000.00 3 164,995,400.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WA/IB
L1NGKUNGAN HroUP

Program Pengembangan Kinerja 1 200,000,000.00 1 105,000,000.00
Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian 10 2,915,200,000.00 10 2,312,398,000.00
Pencemaran danPerusakan
Linzkunzan Hiduo
Program Perlindungan dan 1 275,000,000.00 1 173,000,000.00
Konservasi Sumber Daya Alam
Program Rebabililasi dan 2 650,000,000.00 2 492,000,000.00
Pemuliban Cadangan Sumber daya
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Sebelum sesudah
No. SKPD I UrusaoI BldaDg I

[umlah lumlahProgram
Keoatao

Pagulodlkatir
Ketdatao Pagu lodikaUf

Alam

Program Peningkatan Kualilas dan 4 475,000,000.00 4 384,000.000.00
Akses Informasl Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Pengembangan Sumber-sumber 1 50,000,000.00 1 43,000,000.00
AlternatifPendanaan Lingkungan

42 6,214,500,000.00 42 4,965,193,400.00

Badan Pemberdayaao
Perempuao & Perllnduogan
AoakDaerab
NONURUSAN

PROGRAMSETMPSKPD

Program PelayananAdministrasi 14 1,164,826,200.00 14 1,054,141.200.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 4 420,173,800.00 4 375,736,600.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 59,000,000.00 1 26,500,000.00
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 2 158,600,000.00 2 96,100.000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 1 211,055,000.00 1 101,055,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAIIB

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan 4 2,430,000,000.00 4 2,251,140,000.00
Pemberdayaan Ekonomi dan
Kesejahteraan Perempuan
Pemberdayaan Perempun dan 4 1,810,000,000.00 4 1,663,000,000.00
Perlindungan Anal<, Serta
Pencegaban dan Penanganan
Trafficking, KDRT, dan Korban
Peleceban Seksual
Program Peningkatan Kualilas 2 551,945,000.00 2 406,125,000.00
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Program Penguatan Kelembagaan 4 600,000,000.00 4 462,220,000.00
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Program Peningkatan Peranserta 3 594,400,000.00 3 400,508,000.00
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan

39 8,000,000,000.00 39 6,836,525,800.00
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Sebelum 5esudab
No. SKPD I Urusan I BldangI

)umJab )umJabProgram
Ke2latan

PaguIndlkatlf
Ke2latan

Pagu Indlkatif

DinasSoslal

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 13 991,500,000.00 13 971,900,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 65,000,000.00 3 65,000,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan 4 160,580,000.00 4 121,160,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAIlB

SOSIAL

Program Pelayanan dan 1 400,000,000.00 1 324,714.500.00
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak 4 4,544,520,000.00 4 4,458,520,000.00
terlantar
Program pembinaan para 2 1,286,300,000.00 2 1,331,300,000.00
penyandang cacatdan trauma
Program pembinaan panti 1 1,469,100,000.00 1 t.469,100,OOO.00
asuhan/ pantijompo
Program pembinaan eks 2 908,000,000.00 2 908,000,000.00
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSI<, narkoba dan
penyakit sosial lamnya)
Program Pemberdayaan 3 375.000,000.00 3 375,000,000.00
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Keluarga Harapan 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00

34 10,250,000,000.00 34 10,074,694,500.00

DlnasTenaga KerJa dan
Transmlgrasl
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 13 2,507,600,000.00 13 1,920,239,800.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 595,500,000.00 3 450,000,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan 1 135,900,000.00 1 50,230,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
WAIIB

KETENAGAKER)AAN

Program Peningkatan Kualitas dan 6 1,900,000,000.00 10 16,270,576,000.00
Produktivitas Tenaga Kerja
Melalui Pelatihan dan
Pemazanzan
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I Urusan I Bldang I

JumJah lumlahProgram
Keglatan Pago Indlkatlf

Kelliatao
pagu Indlkatlf

ProgramPeningkatan Kesempatan 2 350.000.000,00 2 261.200.000,00
Kerja
ProgramPeogembangan 1 150.000.000,00 1 122.180,000,00
Kewirusahaan
ProgramPengembangan data dan 3 361,000.000,00 3 259,435.100,00
informasi
ProgramPeogembangan 1 350.000.000,00 1 281.500.000.00
Hubungan Industrial
ProgramPerlindungan dan 2 250.000,000,00 2 188,440,000,00
Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
ProgramPembinaan dan 2 450,000,000,00 2 384,680,000,00
Penguiian Kd
PILIHAN

KETRANSMIGRASJAN

ProgramPengembangan 3 350.000.000.00 3 262,500.000,00
Masyarakat melalui Transmigrast
ProgramPeogembangan Museum 3 450,000.000.00 3 272.170,000,00
Transmigrasi menjadi Pusat
Layanan lnformast, Edukasi dan
SejarahKetransmigrasian
ProgramPengembangan Kawasan 3 350,000.000,00 3 221.617.200.00
KTM

43 8.200.000,000.00 47 20,944,768.100.00

D1NAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL, MENENGAH
NONURUSAN

PROGRAM SETJAP SKPD

ProgramPelayanan Administrasi 12 889,000,000.00 12 714,549,200,00
Perkantoran
ProgramPeniogkatan Saranadan 2 228,000,000,00 2 170.754,800.00
PrasaranaAparatur
ProgramPeningkatan Kapasitas 3 95,000,000.00 3 46,715,000.00
SumberDava Aparatur
ProgramPeningkatan 6 303,000,000.00 6 267.706,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAJlB

PERENCANAANPEMBANGUNAN

Programperencanaan 1 195,000,000.00 1 128.721.634.00
pembangunandaerahTahunan
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH '.

ProgramPengembangan Sistem 10 1,153,000,000.00 10 783,707,000.00
Pendukuog Usaha bagiKeperasi,
UsahaMikro, Keeil dan Menengah
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I Urusan I Bldang I

/umlah JumlahProgram
Kel!iatan

Pago Indlkatlf
Kematan

Pagu Indlkallf

Program Peningkatan Pelayanan 3 740,000,000.00 3 740,000.000.00
BLUD UPTD Perkuatan
Permodalan KUMKM
ProgramPemberdayaan Usaha 1 100.000.000.00 1 25.275.000.00
Koperasl dan UMKM
Program Peningkatan Kualitas 0 0 1 2,000.000,000.00
SDM koperasidan UMKM
Program peningkatan dan 7 865,000,000.00 7 423,508,000.00
pengembangan Kelembagaan
Koperasi, Usaha Mikro, Ked! dan
Menengah

I
45 4.568.000.000.00 46 5,300,936.634.00

Badan Penanaman Modal ,

Daerah dan Pelayanan
Perlzlnan Temadu
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 8 1,295,000.000.00 8 1,150,150,000.00

I
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 2 160,000,000.00 2 85.000,000.00
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas 1 100,000,000.00 1 66,800,000.00
Sumber Daya Aparatur
WA)lB

PENANAMAN MODAL

Program Peningkatan Promosi 4 1,695.000.000.00 4 1,558.800,000.00
dan Kerjasarna lnvestasi-
ProgramPeningkatan Iklim 5 1,000,000,000.00 5 798,700,000.00
Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penlngkatan Kualitas 5 950.000,000.00 5 818.288.000.00
Pelayanan Penanaman Modal

25 5.200,000,000.00 25 4,477,738,000,00

Dlnas Pemuda dan Olahraga

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD
I

Program Pelayanan Administrasi 12 2,121.770.000.00 12 1,965,565,500.00 '
Perkantoran
Program PeningkatmSaranadan 6 543,675,000.00 6 420.550.000.00
PrasaranaAparatur
ProgramPeningkatan Kapasitas 3 236.555,000.00 3 160,178,400.00
5umberDaya Aparatur
Program Peningkatan 2 125,750,000.00 2 64,461,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
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sebelum se.lldah
No. SKPD I UrusanI BldangI

Jumlah fUm!ahProgram
Keldatan PaguIndikatlf Keldatan PaguIndlkatlf

WAllO
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program peningkatan peranserta 5 1,610,000,000.00 5 1,240,087,600.00
kepemudaan
Program peningkalan upaya 1 155,000,000.00 1 0
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hiduppemuda
Program Pembinaan dan 4 l.790,OOO.000.00 4 1.262.217,500.00
Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan 2 300.000.000.00 2 111,000.000.00
PrasaranaOlahraga
Program Pelayanan Manajemen 5 317.250.000.00 5 162.434.000.00
Keolahragaan, Kepemudaan dan
Kepramukaan

40 7,200,000,000.00 40 5,386,494,000.00

BadanKesatuan Bangsadan
PoUtikDaerah
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 15 1,193,968,000.00 15 1.014,168,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 280,612,000.00 3 277,612,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 13,980,000.00 1 7,480,000.00
AparalUr
Program Peningkatan Kapasitas 1 25,000,000.00 1 25,000,000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 3 255,000,000.00 3 251,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAIIB

KESATUAN BANGSA DAN
POLlTlK DALAM NEGERI
Program Pembinaan Idiologi dan 3 1,160,000,000.00 3 1,032.000,000.00
pengembangan wawasan
keballf!saan
Program Penanganan Konflik 2 806.440,000.00 2 658,440,000.00

Program Pengendalian Stabilitas 3 770,000,000.00 3 583,000,000.00
Daerah
Program Pendidikan Polilik Dalam 4 695,000,000.00 4 457,500,000.00
Negeri dan Hubungan Antar
Lembaza

35 5,200,000,000.00 35 4,306,200.000.00

Satuan PoilsiPamongPraja
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Sebelum 5eslldah
No. SKPD I Urusan I BidangI

Iumlah lumlahProgram
KeJ!\atan

Paglllndlkatif
Kel!Iatan

Pagu lndlkatlf

Daerab

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 20 17,526,914,900.00 20 17,Q46,764,900.00
Perkantoran

ProgramPeningkatan Sarana dan 3 794,330,000.00 3 794,330,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin 2 1,186,825,000.00 2 1,186,825,000.00
Aparatur
ProgramPeningkatan Kapasitas 6 1,139,605,000.00 6 1,404,099,000.00
5umberDaya Aparatur
ProgramPeningkatan 1 170,519,800.00 1 156,429,800.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAJIB

KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGER!
Programpenegakan Peraturan 5 584,345,000.00 5 498,925,000.00
Perundangundangan
Peningkatan Perlindungan 4 283,522,800.00 4 244.602,800.00
Masyarakat (Linmas)
Ketertiban Umum dan " 4,223,937,500.00 9 3,754,343,500.00
Ketentraman Masyarakat
(Trannbmas1

50 25,910,000,000.00 50 25,086,320,000.00

Biro Admlnistrasi
Pemballl!UD3n
NONURUSAN

PROGRAMSETlAPSKPD

ProgramPeningkatan 4 700,000,000.00 4 597,000,000.00
Pengembangan SisternPelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WA/lB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMlNlSTRASl KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
ProgramOptimalisasi 2 650,000,000.00 2 645,000,000.00
Pemanfaatan Teknoloai Informasi
ProgramKoordinasi 1 175,000,000.00 1 147,500,000.00
Pembangunan Ekonomi dan
Kemitraan
ProgramPenataandan 9 975,000,000.00 9 703,500,000.00
Peningkatan Administrasi
Pembanzunan
Pelayanan Administrasi 1 150,000,000.00 1 132,000,000.00
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / Urosan / Bldang /

Jumlah JumlahProgram
Keglatan

Pagu lndlkatlf Kel!latan Pagu lndlkatlf

Perkantoran

17 2,650,000,000.00 17 2,225,000,000.00

Biro Blna Mental

WA/IB

PENDlDlKAN

Programpeningkatan koordinasi 4 625,000,000.00 4 625.000,000.00
sumber dayapendidikan
SOSIAL

ProgramPemberdayaan 1 6,344,440,000.00 1 6,344,440,000.00
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Keagamaan
KEBUDAYAAN

ProgramPeningkatan apresiasi 1 200,000,000.00 1 200,000,000.00
masyarakatterhadap seni dan
budayadaerah
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Kepemudaan, 2 410,830,000.00 2 410,830,000.00
Keolalahragaan dan Kepramukaan
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMlNlSTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
ProgramPengembangan Sumber 4 250,000,000.00 4 250,000,000.00
Daya Manusia Aparatur
ProgramPeningkatan 4 430,000,000.00 4 430,000,000.00
Pengernbangan Slstem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Biro
ProgramPemberdayaan 7 33,814,730,000.00 7 33,533,730,000.00
Kelembagaan Kesejaheraan Sosial
Keazamaan
ProgramPeningkatan Apresiasi 4 725,000,000.00 4 725,000,000.00
TerhadapKesenlan dan Budaya

27 44,800,000,000.00 27 44,519,000,000.00

Biro Bina Sosial
NONURUSAN

PROGRAM SIITIAP SKPD

ProgramPeningkatanKapasitas 1 200,000,000.00 1 215,000,000.00
SumberDaya Aparatur
WAJIB

PEMBERDAYAANPEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / Ilrusan / Bidaog/

lumlah IUmlahProgram
Keglalao

Pago lodikatlf Keglalao PaguIDdlkatlf

Program Keserasian Kebijakan 1 70,000,000.00 1 51,500,000.00
Peningkalan Kualitas Anak dan
Perempun
SOSIAL

Program Pemberdayaan 4 550,000,000.00 4 509,000,000.00
Kelembagaan Kesejabteraan Sosial
KETHNAGAKERlAAN
Program Perlindungan dan 1 150,000,000.00 1 120,000,000.00
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINlSTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan 4 250,000,000.00 4 220,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Biro
Program Promosi Kesebatm dan 3 480,000,000.00 3 349,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat

14 1,700,000,000.00 14 1,464,500,000.00

Biro Hukum

WAIIH

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Optimalisasi 2 415,000,000.00 2 393,000,000.00
PemanfaatmTeknologi Informasi
ProgramPemeliharaan 2 190,000,000.00 2 143,500,000.00
Kamtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Penataan Peraturan 9 1,645,000,000.00 9 1,481,500,000.00
Perundan~-Undangan

13 2,250,000,000.00 13 2,018,000,000.00

HlroHumas& Protokol
WAIIB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Kerjasama Informasi dan 4 1,510,000,000.00 4 1,959,500,000.00
Media Massa
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / Urusan / Bldang /

/wniah lumlahProgram
Kegiatan

Pagu IndlkatIf
Kegiatan PaguIndlkatlf

Program peningkatan pelayanan 1 650,000,000.00 1 950,000,000.00
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepaladaerah
Program pembinaan 7 2,235,800,000.00 7 2,906,800,000.00
penyelengaraan pemerlntah
daerah
PenataanKelembagaan dan 1 129,200,000.00 1 129,200,000.00
Ketatalaksanaan

Distnbust dan Dokumentasl 3 1,725,000,000.00 3 3,297,500,000.00
Kegiatan Pemenntah Provinsi
Lampung
KOMUNlKASI DAN
INFORMATIKA
Program kerjasama informasi dan 1 250,000,000.00 2 302,000,000.00
mediamassa

17 6,500.000,000.00 18 9,545,000,000.00

Biro Keuangan

WAJlB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINlSTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan SDM 2 1,050,000,000.00 2 649,400,000.00
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengembangan Sistem 9 2,300,000,000.00 9 691,530,000.00
Inforrnast Keuanzan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas 16 4,199,000,000.00 16 3,143,290,000.00
Anzaaran Daerah
Program Peningkatan Kapasitas 14 3,500,000,000.00 14 2,544,623,000.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuangan
Program Penlngkatan 6 2,435,000,000.00 6 2,279,130,000.00
Akuntabilitas dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
Program Pentngkatan Pengelolaan 2 500,000,000.00 2 70,500,000.00
lnvestasi danPenyertaanModal
serta PPK-BLUD

49 13,984,000,000.00 49 9,378,473,000.00

Biro OrganIsasl

WAJlB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,

I

ADNUNISTRASlKEUANGAN
DAERAH PERANGKAT DAERAH
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Sebelum Sesudah
No.

SKPD I Ilrusan I BldangI
Jumlah JumIahProgram

Keglatan
Pago IndlkaUf Keglatan PagolodlkaUr

Program Penataan Kelembagaan 4 1,000,000.000.00 4 955.000.000.00

Program Ketatalaksanaan 4 400,000,000.00 4 241,500.000.00

Program Pendayagunaan Kinerja 4 400,000,000,00 4 270,500,000.00
Aparatur
Program Pengembangan Sumber 3 2,010,000,000.00 3 1,831.000,000.00
Daya Manusia Aparatur

15 3,810,000,000.00 15 3,298,000,000.00

Biro OtonomlDaerah

WAPB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program peningkatan kapasitas 2 137,500,000,00 2 208,112,000.00
lembaga perwakllan rakyat daerah
Program Peningkatm Kerjasama 6 566,000,000.00 6 749,000,000.00
AntarPemerintah Daerah
Program pembinaan & Fasilitasi 4 443,500,000.00 4 473.000,000.00
pengelolaan keuangan desa
Program peningkatan pelayanan 3 965,600,000.00 3 1.050,721,400.00
kedinasan kepaladaerahj'wakil
kepala daerah
Program pembinaan 1 240,400,000.00 1 305,100,000.00
penyelengaraan pemerintah
daerah
Program Pengembangan Data I 4 647,000,000.00 4 1,373,167,000.00
Informasi

20 3,000,000,000.00 20 4,159,100,400.00

Biro PerekonomIaD

WAJIB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH

-r-r-
Program Koordinasi 9 575,000,000.00 7 523,900,000.00
Pembangunan Ekonorni dan
Kemitraan
Program Pengembangan investasi 5 350,000,000.00 4 323,000,000.00
untukmendukung peningkatan
ekonomi daerah
Program Peningkatan 5 230,000,000.00 3 219,500,000.00
Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Produksi, 1 100,000,000.00 1 76,000,000.00
Produksivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I Urusan I BldangI

[umlah JumlahProgram
Ke21atan

Pagu Indlkatif
Ke2latan

pagu Indlkatlf

Program Peningkatan 3 690,000,000.00 3 645.716.000.00
Pengembangan Sistem PeJaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Biro
Pembinaan dan Pengembangan t 80.000,000.00 t 57,000.000.00
Bidang Pertambangan dan
Kelistrikan
Program Kerjasama Bidang 5 225,000,000.00 2 225,000,000.00
Pendidikan dan Pengembangan
Badan usaha Milik Rakyat
fBUMRaJ

29 2,250,000,000.00 21 2,070,116,000.00

Biro Perlengkapan dan Aset

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 2 800,000,000.00 2 386,760.000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Saranadan 6 18,917.000.000.00 6 18,500.235,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan 2 894,240,000.00 2 672,715,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAllO

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,PERANGKATDAERAH
Program Peningkatan dan 26 13,933,260,000.00 26 13,664,790,000.00
Pengembangan Pengelolaan
J.<euangan Daerah

36 34,544,500,000.00 36 33,444.500,000.00

Biro Tata Pemerintahan Umum

WAJlB

PERTANAHAN

Program Fasilitasi Penyelesaian 1 69,000,000.00 1 69,000,000.00
Konflik·konflik Pertanahan
Program Pengembangan Wilayah 2 574.000,000.00 2 574,000,000.00
Perbatasan
KEPENDUDUKAN DAN CATKfAN
SIPIL
Program Penataanadministrasi 3 170,000,000.00 3 370,000,000.00
kependudukan dancatatansipil
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I Urusan I BidangI

Jumlah JumlahProgram
Kel!latan

Pagu Indikatlf
Kel!latan

PaguIndlkatlf

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Peran 3 633,000,000.00 3 633,000,000.00
Gubernurselaku Wakil
Pemerintah di Daerah
Program peningkatan pelayanan 4 526,000,000.00 4 526,000,000.00
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah

Penyelesaian Pengadaan Tanah 1 54,000,000.00 1 54,000.000.00
Untuk Kepentingan Umum
Pelayanan Administrasi 2 224,000,000.00 2 321,000,000.00
Perkantoran

16 2,250,000,000.00 16 2,54',000,000.00

BiroUmum

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 18 23,398,000,000.00 18 32,969,700,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 10 .13,865,000,000.00 10 15,815,000,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 375,000,000.00 1 515,000,000.00
Anaratur
Program Peningkatan Kapasitas 1 200,000,000.00 1 400,000,000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 1 325,000,000.00 1 325,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
WA/IB
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH. PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan SDM 1 475,000,000.00 1 775,000,000.00
Pengelolaan Keuangan Daerah i

Program Pengembangan Sistem 1 440,000,000.00 1 740,000,000.00
lnformasiKeuanzan Daerah
Program Peningkatan Kapasilas 1 500,000,000.00 1 500,000,000.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuangan
Program peningkalan pelayanan 4 2,850,000,000.00 3 4,992,000,000.00
kedinasan kepala daerahj'wakil
kepaladaerah
Program pembinaan 13 6,872,000,000.00 13 10,109,500,000.00
penyelengaraan pemerintah
daerah
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / Urusan/ Bldang/

Jumlah JumlahProgram
Keglalau PagoIndlkadf

KeI!Ialan
Pagu Indlkatlf

Program Ketatalaksanaan 2 200,000,000.00 2 307,500,000.00

S3 49,SOO,OOO,OOO.00 S2 67,448,700,000.00

SEKRETARIAT DPRD

NONURUSAN

PROGRAM SETUP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 19 12,438,112,000.00 19 16.116,466,500.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 12 8,109,756,000.00 12 9,482.963,800.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 1,952,250,000.00 1 1,952,250,000,00
Aparalur
Program Peningkatan Kapasitas 2 2,228,944,000.00 2 2,771,899,000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 7 2,286,592,000.00 7 3,036,439,400.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
WA/IB
OIONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DARRAH, PERANGKAT DARRAH
Program peningkatan kapasitas 14 52,386,618,000.00 14 69,624,540,000.00
lembaga perwakilan rakyatdaerah
Program pembinaan 6 5,597,668,000.00 6 7,918,448,500.00
penyelengaraan pemerintah
daerah

61 85,000,000,000.00 61 110,903,007,200.00

DlnasPendapatan Daerab

NONURUSAN
PROGRAM SETUPSKPD

Program Pelayanan Administrasi 9 8.106,486,348.00 9 7,916,486,348.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 4 2,872,799,752.00 4 2,122,799,752.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 2 437.974,906.00 2 276,474,906.00
Sumber Daya Anaratur
Program Peningkatan 3 505,000,000.00 3 319,254,900.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAIIB

OTONOMI DARRAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DARRAH
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I Urusan I Bldang I

JuOOah JumlahProgram
Kelliatan

Pago Indikattr
IKegiatan

Pagu Indlkattr

Program Peningkatan dan 2 464,001,117,00 2 329,931,117.00
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan 6 1,678,000,000,00 6 1,194,000,000.00
Pajak
Program Peningkatan Pelayanan 4 930,380,000.00 4 803,380,000.00
PendapatanNon Pajak
Program PeningkatmPelayanan 8 7,035,135,420,00 8 6,591,635,420.00

--, Teknologi Informasi Pendapatan
Program Pembinaan dan 5 1.000,722,457.00 5 632,336,457.00
Pengendalian Pelayanan
PendapatanDaerah
Program Pengembangan 8 1,800,000,000.00 8 1,412,000,000.00
Pelayanan pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah

51 24,830,500,000.00 51 22,198,298,900.00

Inpektorat Provinsl

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 14 984,964,500.00 15 996,699,600,00
Perkantoran
Program Peningkatan Saranadan 3 288,391,170,00 3 288,391,170.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 0 1 0
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 2 323,594,300,00 2 392,104,100,00
5umberDaya Aparatur
ProgramPeningkatan 1 48,771,000,00 1 62,858,500.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAJffi

OTONOMIDAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
ProgramPeningkatan Sistem 22 4,232,136,730.00 22 4,197,676,330,00
Pengawasan Internaldan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
ProgramPeningkatan 2 122,142,300.00 2 62,270,300.00
Profesionalisme Tenaga
pemeriksadanAparatur
pengawasan

45 6,000,000,000.00 46 6,000,000,000.00
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Sebelam Sesudah
No. SKPD I Umsan I Bldang I

Jumlah JumlahProgram
Kel!1atan

Pagu IndlkaUf Keglatan Pagu IndlkaUf

Badan Perwakilan Pemerlntah
Provlnsl Lampung iii Jakarta
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 9 2,703,432,700.00 9 2,445,431,250.00
Perkantoran
Program Peningkatan Saraoadan 4 1,245,865,000.00 3 1,191,515,940.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkalan Kapasitas 1 40,356,000.00 1 15,672,500.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 4 235,274,000.00 3 211,924,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan

."Capaian Kinerja dan Keuangan
WA/IB

KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Kekayaan 1 184,870,000.00 1 122,870,000.00
Budaya
Program Pengelolaan Keragaman 2 761.768,800.00 2 558.780.800.00
Budaya
Program pengembangan 1 201.360,000.00 1 165,027,000.00
kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program peningkatan peran serta 1 7,494,367,000.00 1 7,106,240,510.00
kepemudaan
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Kerjasama 1 175,040,000.00 1 132,067,500.00
AnlarPemerintah Daerah
Program Peningkatan Pelayanan 1 1,300,000,000,00 1 1,300,000,000,00
BLUD UnitKerja Bagian Umum
Programpeningkatan pelayanan 3 2,612,140,000.00 3 2,384,461,000.00
kedinasan kepaladaerahl wakil
kepaladaerah
Program Pelayanan Masyarakat 1 172.483,000.00 1 141,483,000.00
Terlantardi luar daerah
PILIHAN

PERDAGANGAN

Program Peningkatan Kerjasama 1 173,043,500.00 1 125,893,500.00
Perdagangan Internasianal

30 17,300,000,000.00 28 15.901,367,000.00

SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI
NEGERI SIPIL REPUBLIK
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Sebelum sesudah
No. SKPD I Urusan I Bldang I

[umlah lumlahProgram
Kel!lalan

Pago Indikatif
Kel!Ialan

Pagu ludlkatlf

INDONESIA

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 11 843,100,000.00 11 709,354,116.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 118,900,000.00 3 89,175,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 3 246,000,000.00 3 187.880,000.00
SumberDaya Aparatur
Program Peningkatan 1 100,000,000,00 1 96,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAIIB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,PERANGKATDAERAH
ProgramPengembangan dan 7 1,192,000,000.00 7 829,348,500.00
Pemberdayaan Kelembazaan

25 2,500,000,000.00 25 1,911,757,616.00

Sekretarial KomlsiPenyiaran
Indonesia Daerah
NONURUSAN

PROGRAM SETlAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 15 1,740,814,000.00 15 1,710,814,000.00
Perkantoran
Program Penlngkatan Saranadan 4 176,000,000.00 4 176,000,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 2 35,000,000.00 2 35,000,000.00
Anaratur
ProgramPeningkatan Kapasilas 3 51,186,000.00 3 51,186,000.00
SumberDaya Aparatur
Program Peningkatan 5 145,000,000.00 5 144,380,000,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAllO

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Ketatalaksanaan 2 177,000,000.00 2 48,350,000.00

ProgramKerjasama Antar 1 30,000,000,00 1 30,000,000.00
Lembaga
KOMUNIKASI DAN
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / UnJSlIn / Bidang/

/umlah /umlabProgram
Keglatan PaguIndlkatlf Keatatan Pagu lodlkatlf

INFORMATIKA
c---

140,000,000.00Program Pengembangan 5 5 140,000,000.00
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa

----

Program fasilitasi Peningkatan 3 265,000,000.00 3 262,400,000.00
SOM bidang komunikasi dan
informasi
Program Pentngkatan' sistem 2 240,000,000.00 2 240,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi

42 3,000,000,000.00 42 2,838,130,000.00

BADAN KEPEGAWAlAN DAERAH

NONURUSAN

PROGRAMSFnAPSKPD

Program PeJayanan Administrasi 16 2,000,439,000.00 16 2,059,179,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 4 258,000,000.00 4 394,000,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 137,500,000.00 1 137,500.000.00
Aparatur

Program Fasilitas Pindah/purna 1 185,876.600.00 1 177.676.600.00
TugasPNS
Program Peningkatan Kapasitas 2 195,080,000.00 2 150,080.000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 2 180,000,000.00 2 162,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
WAIIB
PENDlDlKAN

Program Pendidikan Kedinasan 1 180,000,000.00 1 180,000,000.00

OTONOMI DAIlRAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Pembinaan dan 14 4,373,305,400.00 14 3,529,825,400.00
Pengembangan Aparatur
Peningkatan kualitas aparatur 2 206,104,000.00 2 186,104,000.00
dalam ranglca penyelenggaraan
pemerintah

43 7,716,305,000.00 43 6,976,365,000.00

Kantor Sandi Daerah

NONURUSAN

PROGRAMSE~SKPD

Program Pelayanan Administrasi 11 526,730,000.00 11 430,770,000.00
Perkantoran
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Sebelum Sesudab
No.

SKPD / Urusan / BidaDg /
Jumlah JUmlahProgram

Kel!iataD
Pagu IDdikatif

Ket!lataD
Pagu IDdlkatif

Program Peningkatan Saranadan 3 91,000,000.00 3 86,000,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkalan Disiplin 1 13,500,000.00 1 0
Anaratur
Program Peningkatan Kapasitas 3 265,770,000.00 3 228,970,000.00
SumberDayaAparatur
Program Peningkatan 2 30,000,000.00 2 22,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WA/IB

OTONOMI DAERAH,
PIlMIlRINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,PERANGKATDAERAH
Program pembinaan 1 73,000,000.00 1 69,870,000.00
penyelengaraan pemerintah
daerah

21 1,000,000,000.00 21 837,610,000.00

Pelaksana Harian Badan
Penaaggulaagan Beneana
Daerah
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

ProgramPelayanan Administrasi 14 1,153,000,000.00 14 1,083,000,000.00
Perkantaran
Program Peningkatm Saranadan 3 517,000,000.00 3 517,000,000.00
PrasaranaAparator
ProgramPeningkatan Kapasitas 2 80,000,000.00 2 72,500,000.00
5umberDaya Aparatur
Program Peningkatan 3 165,000,000.00 3 151,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAllO

KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAIAM NEGERI
ProgramPeneegahan dan 4 2,550,000,000.00 4 2,403,300,000.00
Kesiapsiagaan
Program Kedaruratan dan Logistik 5 1,400,000,000.00 5 1,332,000,000.00

ProgramRehabilitasi dan 5 9,212,578,000.00 5 9,114,878,000.00
Rekonstruksi
OroNOMIDAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,PERANGKATDAERAH
Program Peningkatan Kapasitas 2 185,000,000.00 2 157,000,000.00
Kelembagaan -
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I Urusan I Bidang I

lumlah lumlahProgram
Keldatan

Pagu Indlkatlf
Keglatan

Pagu fDdlkatif

38 15,262,578,000.00 38 14,830,678,000.00

Sekretariat Badan Koordinasi
PeDyulubanPertanlan,
Perlkanan dan Kehutanan
NONURUSAN

PROGRAM SElIAPSKPD

Program Pelayanan Administrasi 14 1,071,000,000.00 14 1,017,319,500.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 2 185,000,000.00 2 171,004,500.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Kapasitas 2 69,000,000.00 2 63,334,000.00
SumberDay. Aparatur
WAJlB

OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
ProgramPengendalian Evaluasi 2 110,000,000.00 2 101,500,000.00
Perencanaan dan Monitoring
Penyuluan Pertanian,Perikanan
dan Kehutanan
Program Pengembangan dan 5 705,000,000.00 5 528,250,000.00
Peningkatan Kualitas SDM
Penyuluh dan Petaru

ProgramPengembangan lejaring 6 1,109,000,000.00 6 973,465,000.00
Kerjasama Agribisnis dan
Kemitraan Agribisnis Pertanian,
Perikanandan Kehutanan
ProgramPenataan,Pengoatandan 5 3,615,000,000.00 5 3,263,642,000.00
Pengembangan Kelernbagaan
ProgramPeningkatan dan 6 1,007,250,000.00 6 772,180,000.00
Pengembangan 5istem
Penyelenggaraan Penyuluhan
PILIHAN

PERTANIAN

Program peningkatanpenerapan 1 828,750.000.00 1 758,796,000.00
teknologi pertanian/perkebunan

43 8,700,000.000.00 43 7.649,491,000.00

Badan Pendidikan dan Latlhan
Daerah
NONURUSAN

PROGRAM SETlAP SKPD

ProgramPelayanan Administrasi 17 1,738,174,930.00 17 1,682,659,930.00
Perkanloran
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Sebelum Se5udab
No. SKPD I Urusan I BldangI

Jumlab ,uOOabProgram
Keglatan Pago Indlkatlf Keglatan PaguIndlkatlf

Program Peningkatan Sarana dan 8 1,609,671,020.00 8 1,025,021,020.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 10 8,060,660,000.00 10 7,401,902,000.00
SumberDaya Aparatur
Program Peningkatan 3 128,675,550.00 3 114,265,550.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAIlB

PENDIDlKAN

Program Pendidikan Kedinasan 1 145,000,000.00 1 102,480,000.00

PERENCANAANPEMBANGUNAN

Program perencanaan 2 183,306,000.00 2 176,219,000.00
pembangunan daerahTahunan
OTONOMIDAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Pembinaan dan 5 576,050,000.00 5 419,702,000.00
Pengembangan Aparatur
Program Pengembangan Budaya 1 10,000,000.00 1 10,000,000.00
Baca danPembinaan
Perpustakaan
Monitoring dan Pembinaan 1 150,000,000.00 1 79,000,000.00
Kediklatan
Program Pembinaan dan 1 39,600,000.00 1 24,600,000.00
Permasyarakalan Olahraza

49 12,641,137,500.00 49 11.035,849,500.00

Unit LayananPengadaan Barang
lasa
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Adminislrasi 9 1,335,000,000.00 9 1,301,158,500.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 1 150,000,000.00 2 207,666,600.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan 4 65,000,000.00 4 55.112,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAPB
OTONOMIDAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Layanan 4 625.000.000.00 4 322,842,500.00
Pengadaan
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Sebelnm Sesndah

No. SKPO / Urnsan / Bldang/
Jnmlah JnmlahProgram

Kel!1atan
Pagulndlkattf

Kealatan
Pagu Indlkattf

Program Pengembangan 5istem 3 325,000,000.00 3 281,632,500.00
Informasi Manajemen Pengelolaan
Database dan Pelaporan
Barang/lasa

21 2,500,000,000.00 22 2,168,412,100.00

Badan Ketahanan Pangan
Oaerah
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPO

Program Pelayanan Administrasi 12 762,200,000.00 12 607,831,250.00
Perkantoran
Program Pertlngkatan Saranadan 3 125,000;000.00 3 119,000,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 2 6,000,000.00 2 3,600,000.00
Apararur
Program Peningkatan 2 91,750,000.00 2 77,007,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
WAIIB

KETAHANAN PANGAN

Peningktan Diversifikasi dan 31 5,515,050,000.00 31 4,375,466,750.00
Peningkatan Ketahanan Pangan

50 6,500,000,000.00 50 5,182,905,000.00

Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Oesa
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPO

Program Pelayanan Administrasi 14 1,273,690,000.00 14 1,170,190,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Saranadan 2 110,000,000.00 2 100,000,000.00
PrasaranaAparatur
Program Penmgkatan Disiplin 1 41,850,000.00 1 0
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 1 50,000,000.00 1 47,000,000.00
Sumber Daya Anaratur
Program Peningkatan 2 231,000,000.00 2 91,500,000,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAIIB

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
Program Peningkatan 3 3,950,000,000.00 3 3,837,000,000.00 ,
Keberdayaan Masyarakat I

112



Sebelum Sesudah
No. SKPD I Urusan I DidangI

[umlah JumlahProgram
Keglatan

Pago Indlkal1f
Kel!latan

Pago Indlkatlf

Pedesaan

Program pengembangan lembaga 3 475,000,000.00 3 225,000,000.00
ekonomi pedesaan

Program peningkatan partisipasi 4 918,460,000.00 4 718,360,000.00
masyarakat dalam membangun
desa
PROGRAM PEMBINAAN, 2 1,400,000,000.00 2 1,256,100,000.00
PENGEMBANGAN DAN
PERKUATAN
DESA,ADMINISTRASI DAN
KELEM8AGAAN DESA
PROGRAM PEMANTAPAN 2 400,000,000.00 2 320,788,000.00
KOORDINASI PROG. KHUSUS
LINTAS SEKTORAL
PROGRAM PENGEMBANGAN. 3 900,000,000.00 3 553,500,000.00
PENERAPAN & PEMB. TTG, SDA,
DANLH

37 9,750,000,000.00 37
~-o-

8,319,438,000.00

Badan Perpustakaan, Arsipdan
Dokumeutasl Daerah
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 15 1,317,700,000.00 IS 1,207,140,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Saranadan 3 630,000,000.00 3 630,000,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 54.000,000.00 1 54,000,000.00
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 2 160,000,000.00 2 120,000,000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 3 176,000,000.00 3 91,515,000.00
Pengembangan Ststem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
WAJID

KEARSIPAN

Program perbaikan sistem 2 70,000,000.00 2 39,637,000.00
admtnlstrast kearsipan

Program penyelamatan dan 4 110,000,000.00 4 100,754,000.00
pelestarian dokumen/arslp
daerah
Program peningkatan kualitas 5 99,150,000.00 5 83,587,000.00 '
pelayanan informasi ,

Program Pengembangan Budaya 6 743,550,000.00 6 699,050,000.00
Baca dan Pembinaan
Peroustakaan
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / UrosaD / Bldang/

Jumlah JumlahProgram
Keglatan Pagulndlkalif Keelatan Pagu Indlkatif

PERPUSTAKAAN

Program Pengembangan Budaya 8 539,600,000.00 8 473,072,000.00
Baca danPembinaan

_. Perpustakaan
49 3,900,000,000.00 49 3,498,755,000.00

DlnasKomunlkasldan
Inronnatika
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 10 2,320.536,000.00 10 2,122,036.000.00
Perkantoran
Program Peningkatm Sarana dan 2 392,466,200.00 2 372,466,200.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatm Disiplin 1 52,250,000.00 1 52,250.000.00
Anaratur
Program Peningkatan 2 332,916,000.00 2 221.600,600.00
Pengembangan Sislem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAJIB
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Program Pengembangan 8 878.000.000.00 8 643,500,000.00
Komunikasi,lnrormasi dan Media
Massa
Program rasilitasi Peningkalan 1 61,844,000,00 1 33,159,000.00
SDM bidang komunikasi dan
inforrnasi
Program kerjasama informasi dan 9 3.868,000,000.00 9 3,559,807,000.00
mediamassa
Program Pengkajian dan 4 2,458,987,800.00 4 2,319,562.800.00
Penerapan Teknologl
Program Pembinaan dan 2 531,000,000.00 2 501.600.000.00
Pemberdayaan Lembaga
komunikasi
Peningkatan Kapasitas Updating 1 34,000,000.00 1 24,000,000.00
SitusResmi Mitra Praja Utama
(MPUl

40 10,930,000,000.00 40 9,849,981,600,00

,
Dina. Pertanian TanalllllJl ,
Pangan & Hontkultura
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 1 1.812,720,000.00 1 1,627,720,000.00
Perkantoran
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Sebelum Sesudah

No. SKPD / Urusan / Bidang/
Jumlah JumlahProgram

Kel!latan
Pagu Indikatif

Kel!latan
pagu lodlkatlf

Program Peningkatan Sarana dan 1 394,000,000.00 1 348,000,000,00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan 3 451,000,000.00 3 226,000,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerjadan Keuangan

PIUHAN

PERTANIAN

Program Peningkatan Pemasaran 7 854,000,000.00 7 587,000.000.00
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program penmgkatan penerapan 21 9,790.5 16,000.00 21 8,546,380,000.00
teknologi pertanian{perkebunan
Program peningkatan produksi 14 3,423.764.000.00 14 2,613,763,000.00
pertanian{perkebunan
Program Peningkatan Pelayanan 4 l.174,000,OOO.00 4 655,872,400.00
Mutu

51 17,900,000,000.00 51 14,604,735,400.00

DinasPerkebunan

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD
Program Pelayanan Administrasi 13 1,551,837,000.00 13 1,286,087,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 5 555,000,000.00 5 488,578,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Kapasitas 2 88,163,000.00 2 60,163,000,00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 1 50,000,000.00 1 32,277,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
PIllMAN

PERTANIAN

Program Peningkatan 4 1,910,000,000,00 4 1,426,688,500.00
Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Pemasaran 4 335,000,000.00 4 205,625,000,00
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program peningkatan penerapan 4 1,730.000,000.00 4 881,014,000.00
teknologi pertanlan/perkebunan
Program peningkatan produksi 7 580,000,000.00 7 454,343,000.00
pertanian/perkebunan

40 6,800,000,000.00 40 4,834,775,500.00

DinasPeternakan dan
Kesehatan Hewan
NONURUSAN
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I UrusaoI BidaogI

Jumlah JumlahProgram
Kelliatao

PaguIndlkattr
Kelliatao

Pagu Indikatlf

PROGRAM SETlAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 19 1,898,050,000,00 18 1,726,311,830.00
Perkanmran
Program Peningl<atan Sarana dan 3 125,000,000.00 1 125,000,000,00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 0,00 0 0,00
Anaratur
Program Peningkatan Kapasilas 1 50,000,000,00 2 35,000,000,00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 4 440,000,000,00 3 328,808,245,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
PILIHAN

PERTANIAN
Program Peningkatan 7 504,150,000,00 3 465,722,000,00
Kesejahteraan Petani
Program peneegaban dan 12 552,500,000,00 6 413,441,100,00
penanggulangan penyakit ternak
Program perungkatan produksi 14 4,804,900,000,00 10 4,615,316,000.00
hasil peteroakan
Program peningkatan pemasaran 6 765,400,000,00 6 521,341,025,00
hasil produksi peternakan
Program peningkatan penerapan 3 430,000,000,00 2 402,254,000.00
tekoologi peternakan
Program peningkatan konsumsi 2 . 50,000,000,00 1 31,805,800,00
pangan Hewani yangaman, sehat,
utuh dan Halal (ASUH)

74 9,620,000,000.00 52 8,665,000,000.00

DinasKehutanan

NONURUSAN

PROGRAMSETlAPSKPD

Program Pelayanan Administrasi 8 790,586,000.00 8 757,586,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 731,385,000.00 3 706,935,000,00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan 1 245,514,000.00 1 228,314,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
PILIHAN

KEHUTANAN ,

Program rehabilitasi hutan dan 2 5,694,335,000.00 2 3,008,335,000.00
lahan
Program Perlindungan dan 3 525,000,000.00 3 414,000,000.00
Konservasi Sumber Daya Hutan
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Sebelum Sesudah
No.

SKPD / Urusan / Bidang/
Jumlah JumlahProgram

Keglatan
Pagu Indlkatlf

Keglatan
Pagu Indikatlf

Program perencanaan dan 6 1,325,000,000,00 6 903,340,460,00
pengembangan hutan
Program Pemanfaatan Potensi 4 800,000,000,00 4 498,630,540,00
SumberDaya Hutan

27 10,111,820,000,00 27 6,517,141,000.00

Dinas Pertambangan dan Energi

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 9 2,660,159,000,00 9 2,175,959,000,00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 828,175,000,00 3 575,725,000,00
PrasaranaAparatur
WAJIB

PENDIDIKAN

Program Pendidikan Masyarakat 4 611,495,000,00 4 423,095,000,00

PILIHAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Program pembinaan dan 5 922,646,000,00 5 659,946,000,00
pengawasan bidang
pertambangan
Program pembinaan dan 3 15,527,075,000,00 3 15,238,575,000,00
pengembangan bidang
ketenagaltstrlkan
Program Peningkatan Pendapatan 2 900,000,000,00 2 492,000,000,00
Daerah dari Hasil Pertambangan
Program PeneUtian dan 2 6,697,100,000,00 2 6,615,600,000.00
Pengembangan Sumber Potensi
dan Pemanfaatan Energi
Terbarukandan Energi Alternatif
Peningkatan Kapasitassistem 1 200,000,000.00 1 150,500.000.00
PelaporandanEvaluasi
PeneUtian danPengembangan 4 1,450,000,000,00 4 710,000,000.00
Sumberdaya Minera~ Panas Buml,
dan Geologi
Pengembangan Datadan 2 303,350,000,00 2 243,350,000,00
Informasi Bidang Pertambangan
dan Energi

35 30,100,000,000.00 3S 27,284,750,000.00

Dinas Parlwlsata dan EkonomI
Kreatif
NONURUSAN

PROGRAM SIITIAP SKPD
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / Urusan / Bidang/

Jumlah JumlahProgram
Keldatan Pagu Indikatif

KeJdatao Pagu Indikatlf

Program Pelayanan Administrasi 16 2,425,000,000.00 16 2,270,000,000,00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 275.000,000.00 3 155,000,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00
Sumber Daya Aparatur
PILIHAN

PARIWISATA

Program Pengembangan 8 7,080,000,000.00 8 6,700,000,000.00
Pemasaran Panwisata
Program Pengembangan Destinasi 3 2,810,000.000.00 3 780,000,000.00
Pariwisata
Program Pengembangan 5 1.379,000,000.00 5 1.434,000,000.00
Kemitraan
EKONOMI KREATIF

PROGRAM EKONOMl KREATIF 4 2,146,000.000.00 4 1,936,000,000.00
BERBASlS SENl DAN BUDAYA
PROGRAM EKONOMI KREATIF 1 300,000,000.00 1 300,000,000.00
8ER8ASIS MEDIA DESAIN DAN
IPTEK
PROGRAMPENGEMBANGAN 2 185,000,000,00 2 0
KREATIFITAS SUMBER DAYA
MANUSIA

43 16,700,000,000.00 43 13,675,000,000.00

Dinas Kelautao dan Perlkanan

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD
Program Pelayanan Administrasi 13 4,099,410,000.00 13 3,644,240,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Saranadan 4 1.691,200,000.00 4 1,526,610,000.00
PrasaranaAparatur
Program Penlngkatan Kapasitas 0 0 1 185,610,000.00
Sumber Daya Aparatur
PILIHAN

KELAUTANDANPE~KANAN

Program pemberdayaan ekonomi 4 3,975,000,000.00 4 11.463,150,000.00
masyarakat peslslr

Program peningkatan kesadaran 2 2,332,000,000.00 2 2,347,878,000,00
dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
Program pengembangan budidaya 18 2,758,100,000.00 19 4,446,185,300.00
perikanan
Program pengembangan 14 7.077,350,000.00 15 11,054,855,400.00
perikanantangkap
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I urusan I BldaDg I

/umlah /umlahProgram
KeldalaD PaguIodlkattr Keldalan PaguIodlkatlf

Program optimalisasi pengelolaan 11 1,973,100,000.00 11 1,325,195,000.00
dan pemasaran produksi
perikanan
Program Pengendalian Evaluasi 2 583,000,000.00 2 547,340,000.00
Perencanaan dan Monitoring
Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kelautan
Program Pengembangan Sistem 3 893.840,000.00 3 841,840,000.00
lnformasl Kelautan dan Perikanan

71 25,383,000,000.00 74 37,382,903,700.00

DIDas Perdagangan

NONURUSAN

PROGRAM SETlAP SKPD

Program Pelayanan Admtmstrast 11 932,500,000.00 II 972,400,000.00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 3 220,000,000.00 3 200,500,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 5 182,500,000.00 5 110,650,000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 6 250,000,000.00 6 233,200,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

--

WAJIB

PERENCANAANPEMBANGUNAN

Program perencanaan 2 95,000,000.00 2 82,000,000.00
pembangunan daerahTahunan
PILIHAN

PERDAGANGAN

Program Standarisasi dan 6 350,000,000.00 6 235,500,000.00
Perhndunzan Konsumen
Program Peningkatan dan 6 535,000,000.00 6 462,770,000.00
Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
Program Peningkatan dan 6 355,000,000.00 6 249,750,000.00
Pengembangan Kalibrasi dan I

Tertib Ukur ,

Program Peningkatan Dtstrtbusl 6 1,000,000,000.00 6 681,700,000.00 '
dan Pemasaran Komoditi Provinsi
Lampung
Program Peningkatan dan 5 705,000,000.00 5 588,500,000.00
Pengembangan Perdagangan Luar
Negeri
Program Pengembangan dan 6 350,000,000.00 6 235,600,000.00
Peningkatan Sertifikasi dan
Pengujian Mutu Barang
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Sebelum Sesudah
No. SKPD I UnIS3U I Bldaog I

lumlah IumlahProgram
Keglatao

pagu Indlkatlf
Keglatao

Pagu Indlkatlf

62 4,975,000,000,00 62 4,052,570,000.00

Dinas Perindustr1an

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 12 1,104,860,000.00 12 1,103,043,000.00
Perkantoran
ProgramPeningkatan Sarana dan 3 239,170,000.00 3 307,945,000.00
PrasaranaAparatur
Program Peningkatan Kapasitas 5 412,583,000.00 5 348,264,700.00
SumberDaya Aparatur
ProgramPeningkatan 3 170,992,000,00 3 206,559,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
WA/IB

PERENCANAANPEMBANGUNAN -
Program perencanaan 1 77,960,000,00 1 77,960,000.00 I

pembangunan daerahTahunan
PILIHAN

INDUSTRI

Program Pengembangan Industri 9 2,289,897,000.00 9 2,162,788,000.00
KeeH dan Menengah
Penata an Strukturdan 4 901,538,000.00 4 888,335,000.00
Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri

37 5,197,000,000.00 37 5,094,894,700.00

TOTAL 2,321 2,229,444,373,000.00 2,292 2,174,643,810,808.00
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BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)

Provinsi Lampung rabun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintab

daerahdalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016.

" ,
•

Bandar l.ampung,

GUBERNUR LAMPUNG,

2016

M. RlDHO FlCARDO
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BABIV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)

Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah

daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016.

Bandar Lampung

GUBERNUR IAMPUNG,

M. RlDHO FICARDO

2016
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BABIV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)

Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah

daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPAl Tahun 2016.

Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FlCARDO

2016
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BABIV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)

Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah

daerah dalammenyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2016.

Bandar Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FlCARDO

2016
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Programpengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumahsakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata

Program pemeliharaan sarana dan 2 23,107,714,375
prasarana rumahsakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata

ProgramPeningkatan Mutu Pelayanan 1 196,481,201,629
BLUD

Program Kemitraan Peningkatan 1 697,272,500
Pelayanan Kesehatan

RS./IWADAERAH 13 17,001,272,500
Program Pelayanan Administrasi 1 1,723,542,800
Perkantoran

ProgramUpaya Kesehatan Masyarakat 3 102,816,000
ProgramPromosi Kesehatan dan 1 25,400,000
Pemberdayaan masyarakat

Program pengadaan, penlngkatan sarana 3 6,555,188,650
dan prasarana rumahsaktt/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata

ProgramUpaya Pelayanan Kesehatan 2 108,060,000
Perorangan

Program kebijakan dan manajemen 1 467,465,050
Pembangunan Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan 1 8,000,000,000
BWD

ProgramKemitraan Peningkatan 1 18,800,000
Pelayanan Kesehatan

Dinas Pengairan danPemukfman 1 1,631,000,000
ProgramPengembangan Kinerja 1 1,631.000,000
Pengelolaan AirMinum danAirLimbah

Badan Perencanaan Pembangunan 8 441,181,000
Daerab
Program Pelayanan Administrasi 3 70,500,000
Perkantoran

ProgramPeningkatan Kapasttas Sumber 1 50,000,000
Daya Aparatur

Program Perencanaan rata Ruang 1 105,190,000
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Program Pengembangan data/informasi

Penguatan laringan dan Program
Koordinasi Perencanaan

Badan Penelitlan dan Pengembangan 1 74,530,000
Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan 1 74,530,000

Dlnas Perhubungan 10 4.159.750,000

Program Pendidikan Non Formal 6 984,750,000

Program pengendalian dan pengamanan 4 3,175,000,000
Ialu hntas

I Badan Pemberdayaan Perempuan & 8 1,671,3Z8,000
Perlindungan AnakDaerah

Program Peningkatan Pemberdayaan 1 456,500,000
Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan

Pemberdayaan Perempun dan 2 588,000,000
Perlindungan Anak, SertaPencegahan
dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan
Korban Pelecehan Seksual

Program Penguatan Kelembagaan 4 462,220,000
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Peranserta dan 1 164,608,000
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Dinas Pemuda dan Olabraga 9 2,455,715,100

Program peningkatan peran serta 4 1,193,497,600
kepemudaan

Program peningkatan upaya 1 0
penumbuhan kewirausabaan dan
kecakapan htdup pemuda

Program Pembinaan dan 4 1,262.217,500
Pemasyarakatan Olahraga

Biro Bina Mental 6 11,085,235,000

Program peningkatan koordinasi sumber 2 450,000,000
dayapendidikan

Program Pernberdayaan Kelembagaan 4 10,635,235,000
Kesejaheraan Sosial Keagamaan

BIroBinaSosial 8 641.500,000

Program Keserasian Kebijakan 1 51,500,000
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perem un
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Program Pemberdayaan Kelembagaan 3 121,000,000
Kesejahteraan Sostal

Program Perlindungan dan 1 120,000,000
Pengembangan Lembaga
Ketena ake iaan
Program Promosi Kesehatan dan 3 349,000,000
Pemberdayaan Masyarakat

Biro Humas& Protokol 1 960,000,000

Program peningkatan pelayanan 1 950,000,000
kedinasan kepala daerah/ wakil kcpala
daerah
Badan Perwakllan Pemerinlah 2 7,247,723,510
Provinsi Lampungdi Jakarta

Program peningkatan peranserta 1 7,106,240,510
kepemudaan

Program Pelayanan Masyarakat 1 141,483,000
Terlantardi luardaerah

Sekretariat Badan Koordinasi 1 758,796,000
Penyuluban Pertanian, Perikanan dan
Kebutanan
Program peningkatan penerapan 1 758,796,000
teknologi pertanian/perkebunan

Badan Perpustakaan, Arsip dan 11 1,172,122,000
Dokumentasl Daerab

Program Pengembangan Budaya Baca 6 699,050,000
dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca 5 473,072,000
dan Pembinaan Perpustakaan

Dlnas Pertanlan Taoaman Pangan & 3 2,750,984,000
Hortikultura

Program peningkatan penerapan 2 2,671,000,000
teknologi pertanlan/perkehunan

Program penlngkatan produksi 1 79,984,000
pertantan/perkebunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
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Program Peningkatan Sarana dan 6 596,750,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 0
Daya Aparatur

Program Pendidikan Menengah 1 1,520,720,000

Dlnas Kesehatan 18 5,969,725,200

Program Pelayanan Administrasi 13 3,742,947,100
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 4 2,226,778,100
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 0
f---

RSUD DrJlABDUL MOELOEK 2 3,773,090,000

Program Pelayanan Administrasi 2 3,773,090,000
Perkantoran

RS. /IWA DAERAH 3 809,248,000

Program Peningkatan Saranadan 1 458,950,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 104,742,000

Program Peningkatan Pengembangan 1 245,556,000
Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan
Keuangan

Dinas Bina Marga 28 11,793,315,280

Program Pelayanan Administrasi 14 8,140,121,900
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 6 2,441,814,800
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 0
i--

Program Peningkatan Kapasltas Sumber 407,980,000
-

Z
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 5 803,398.580
Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan
Keuangan

Dlnas Pengairan dan Pemukiman 30 11,115,750,000

Program Pelayanan Administrasi 14 7,238,500,000
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 5 3,133,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Dislplin Aparatur 1 251,250,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 75,000,000
Daya Aparatur
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Program Peningkatan Pengembangan 7 192,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Pengembangan Kinerja Z 226,000,000
Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

Badan Perencanaan Pembangunan 40 7,096,021,800
Daerah
Program Pelayanan Admlnistrasi 11 1,769,800,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 4 1,055,600,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 52,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 92,394,000
Daya Aparatur

Program Pengembangan data/informasi 2 222,697,500

Program perencanaan pembangunan 9 603,661.300
daerah Tahunan

----
Penguatan Iarmgan dan Program 1 75,000,000
Koordinasi Perencanaan

Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan 2 270,000,000
Pembangunan Daerah

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana 6 733,869,000
Pembangunan Daerah

Pengembangan Dokumen Perencanaan 2 221,000,000
Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar 1 2,000,000,000
Pemertntab Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan 33 5,325,470,000
Inovasi Daerah

Program Pelayanan Administrasi 11 1,040,470,000
Perkantoran

Program Peningkatm Saranadan 1 90,000,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasltas Sumber 1 80,000,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 51,100,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program perencanaan pembangunan 2 189,370,000
daerah Tahunan
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Penelitian dan Pengembangan 17 3,874,530,000

DinasPerbubungan 23 3,901,757,000

Program Pelayanan Administrasi 15 3,102,907,000
Perkantoran

Program Penlngkatan Saranadan 6 515,500,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 208,350,000

Program Peningkatan Kapasitas Surnber 1 75,000,000
Daya Aparatur

Badan Pengelolaan L1ngkungan Hidup 24 1,458,295,400
Daerab

Program Pelayanan Administrasi 15 953,300,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 4 245,500,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 49,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 45,000,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 164,995,400
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Badan Pemberdayaan Perempuan & 26 3,059,032,800
Perlindungan ADak Daerah

Program Pelayanan Administrasi 14 1,054,141,200
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 4 375,736,600
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 26,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2 96,100,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 101,055,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Pemberdayaan Perempun dan 2 1,075,000,000
Perltndungan Anak, Serra Pencegahan
dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan
Korban Pelecehan Seksual

Program Peningkatan Kualitas Hidup 1 193,000,000
dan Perlindungan Perempuan danAnak
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program Peningkatan Peran serta dan 137,500,000
Kesetaraan Gender Oalam Pembangunan

Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi 17 2,420,469,800

Program Pelayanan Administrast 13 1,920,239,800
Perkantoran
-----

Program Peningkatan Sarana dan 3 450,000,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 50,230,000
5isrem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Badan Penanaman Modal Daerab dan 11 1,301,950,000
Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Pelayanan Administrasi 8 1,150,150,000
Perkantoran

Program Peningkatan 5arana dan 2 85,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas 5umber 1 66,800,000
Daya Aparatur

Dinas Pemuda dan Olahraga 29 2,820,188,900

Program Pelayanan Administrasi 12 1,965,565,500
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 6 420,550,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3 160,178,400
Daya Aparatur

Program Pemngkatan Pengembangan 2 64,461,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Peningkatan Sarana dan 1 47,000,000
PrasaranaOlahraga

Program Pelayanan Manajemen 5 162,434,000
Keolahragaan, Kepemudaan dan
Kepramukaan

Badan Kesatuan Bangsadan PoUtik 36 4,385,114,000
Daerah
Program Pelayanan Administrasi 16 1,093,082,000
Perkantoran

Program Peningkatm Sarana dan 3 277,612,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 7,480,000
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Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 251.000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Pembinaan Idiologi dan 3 1,032,000,000
pengembangan wawasan kebangsaan

Program Penanganan Konflik 2 658,440,000

Program Pengendalian Stabilitas Daerah 3 583,000,000

Program Pendidikan Politik Dalam 4 457,500,000
Negeri danHubungan AntarLembaga

Satuan PoUsi PamongPraja Daerah 32 20.588,448.700

ProgramPelayanan Administrasi 20 17,046,764,900
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 3 794,330,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 1,186,825,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 6 1,404,099,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 156,429,800
Sistem Pel.poranCapaian Kinerja dan
Keuangan

Biro Adminlstrasl Pembangunan 17 2,225,000,000

Program Peningkatan Pengembangan 4 597,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan 2 645,000,000
Teknologi Informasi

Program Koordinasi Pembangunan 1 147,500,000
Ekonomi danKemitraan

Program Penataan danPeningkatan 9 703,500,000
Admtntstrast Pembangunan

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 132,000,000

Biro Bina Mental 6 29,098,440,000

Program Pembetdayaan Kelembagaan 1 8.344.440,000
Kesejahteraan Sosial Keagamaan

Program Peningkatan aprestast 1 200,000,000
masyarakat terhadap senidan budaya
daerah
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Program Kepemudaan, Keolalahragaan
dan Kepramukaan

Program Peningkatan Pengembangan 2 175,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Biro

Program Pemberdayaan Kelembagaan 1 20,249,000,000
KesejaheraanSosial Keagamaan

Biro BiDa Soslal 5 435,000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 215,000,000
Daya Aparatur

---
Program Peningkatan Pengembangan 4 220,000,000
5istem PeLaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Biro

Biro Hukum 13 2,Q18.000,OOO
Program Optimalisasi Pemanfaatan 2 393,000,000
Teknologi Inforrnast

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan 2 143,500,000
Pencegahan Tindak Krtmlnal

Program Penataan Peraturan 9 1,481,500,000
Perundang-Undangan

Biro Humas& Protokol 18 8,595,000,000
1 0

Program Kerjasama Informasl dan Media 4 1,959,500,000
Massa

Program pembinaan penyelengaraan 7 2,906,800,000
pemerintahdaerah

PenataanKelembagaan dan 1 129,200,000
Ketatalaksanaan

Distribusi danDokumentasi Kegiatan 3 3,297,500,000
Pemerintah Provinsi Lampung

Program keriasama informasi dan media 2 302,000,000
rnassa

Biro Keuangan 49 9,378,473,000
Program Peningkatan SDM Pengelolaan 2 649,400,000
Keuangan Daerah

Program Pengembangan Sistem 9 691,530,000
lnformasi Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas 16 3,143,290,000
Anggaran Daerah
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Program Peningkatan Kapasitas 14 2,544,623,000
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuan n
Program Peningkatan Akuntabilitas dan 6 2,279,130,000
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan 2 70,500,000
Investasi dan Penyertaan Modal serta
PPK-8LUD

Biro Organisasi 15 3,298,000,000
Program Penataan Kelembagaan 4 955,000,000
Program Ketatalaksanaan 4 241,500,000
Program Pendayagunaan Kinerja 4 270,500,000
A aratur
Program Pengernbangan Sumber Daya 3 1,831,000,000
Manusia Aparatur

Biro OtonomiDaerab 19 4,119,100,400
Program peningkatan kapasitas lembaga 1 168,112,000
perwakHan rakyatdaerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar 6 749,000,000
Pemerintah Daerah

Program pembinaan & Fasilitasl 4 473,000,000
pengelolaan keuangan desa

Program peningkatan pelayanan 3 1,050,721,400
kedinasan kepala daerah! wakil kepala
daerah
Program pembinaan penyelengaraan 1 305,100,000
pemerintah daerah

Program Pengembangan Data ! 4 1,373,167,000
Informasi
Biro Perekonomian 4 692,216,000
Program Koordinasl Pembangunan 1 46,500,000
Ekonomi dan Kemitraan

Program Peningkatan Pengembangan 3 645,716,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Biro

Biro perlengkapan dan Aset 36 33,444,500,000
Program Pelayanan Administrasi 2 386,760,000
Perkantoran

Program Peningkatan Sanna dan 6 18,500,235,000
PrasaranaAparatur
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Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Peningkatan dan 26 13,664,790,000
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Biro Tata Pemerintahan Umum 16 2,547,000,000

-
Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik- 1 69,000,000
konflik Pertanahan

Program Pengembangan Wilayah 2 574,000,000
Perbatasan

Program Penataan administrasi 3 370,000,000
kependudukan dan catatansipil

Program Peningkatan PeranGubemur 3 633,000,000
selakuWakll Pemerintah di Daerah

Program peningkatan pelayanan 4 526,000,000
kedinasan kepala daerahj wakil kepala
daerah
Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk 1 54,000,000
Kepentingan Umum

Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 321,000,000

BiroUmum 52 67,448,700,000

Program Pelayanan Administrasi 18 32,969,700,000
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 10 15,815,000,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 515,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 400,000,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 325,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Peningkatan SDM Pengelolaan 1 775,000,000
Keuangan Daerah

Program Pengembangan Sistem 1 740,000,000
Informasi Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas 1 500,000,000
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuan an
Program peningkatan pelayanan 3 4,992,000,000
kedinasan kepala daerahj wakil kepala
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Program pembinaan penyelengaraan 13 10,109,500.000
pemerintahdaerah

Program Ketatalaksanaan 2 307.500,000

SEKRETARIAT DPRD 61 110,903,007,200

Program Pelayanan Administrasi 19 16.116,466.500
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 12 9,482.963,800
PrasaranaAparatur

Program Peningkal:an Disiplin Aparatur 1 1,952,250,000

Program Peningkatan Kapasltas Sumber 2 2.771,899,000
Daya Aparatur

Program Peningkal:an Pengembangan 7 3,036,439,400
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program peningkatan kapasitas lembaga 14 69.624,540,000
perwakilan rakyatdaerah

Program pembinaan penyelengaraan 6 7,918M8,500 I
pemerinlahdaerah

Dinas Pendapatan Daerab 51 22,198,298,900
---

Program Pelayanan Administrasi 9 7,916,486,348
Perkantoran

Program Peningkal:an Sarana dan 4 2.722,799,752
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasil:as Sumber 2 276.474,906
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 319,254,900
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Peningkatan dan 2 329,931.117
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Pajak 6 1,194,000,000

Program Peningkatan,Pelayaoiln 4 803,380,000
Pendapatan Non Pajak

Program Peningkatan Pelayanan 8 6,591,635,420
Teknologi lnformast Pendapal:an

Program Pembinaan danPengendalian 5 632.336,457
Pelayanan Pendapatan Daerah
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Program Pengembangan Pelayanan pada 1,412,000,000
Unit Pelaksana Telmis lJaerah

Inpektorat Provlnsi 46 6,000,000,000

Program Pelayanan Administrasi 15 996,699,600
Perkantoran
------

Program Peningkatan Sarana dan 3 288,391,170
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2 392,104,100
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 62,858,500
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Peningkatan Sistem 22 4,197,676,330
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionahsme 2 62,270,300
Tenaga pemeriksa dan Aparatur
pengawasan

Badan Perwakilan PemeJ1ntah 21 7,681,072,190
Provlnsi Lampungdi Jakarta

----
Program Pelayanan Administrasi 9 2,445.431,250
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 3 1,191,515,940

-, PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 15,672,500
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 211,924,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Peningkatan Kerjasama Antar 1 132,067,500
Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Pelayanan BWD 1 1,300,000,000
Unit Kerja Bagian Umurn

Program peningkatan pelayanan 3 2,384,461,000
kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
SEKRETARIATDEWAN PENGURUS 25 1,911,757,616
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA
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Program Pelayanan Administrasi 11 709,354,116
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 3 89,175,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3 187,880,000
Oaf"Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 96,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Pengembangan dan 7 829,348,500
Pemberdayaan Kelembagaan

Sekretariat KomlsiPenyiaran 42 2,838,130,000
Indonesia Daerah

Program Pelayanan Administrasi 15 1,710,814,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 4 176,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 35,000,000

Program Peningkatan Kapasltas Sumber 3 51,186,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 5 144,380,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Ketatalaksanaan 2 48,350,000

Program Kerjasama Antar Lembaga 1 30,000,000

Program Pengembangan Komunikasi, 5 140,000,000
Informasi dan Media Massa

Program fasthtast Peningkatan SDM 3 262,400,000
bidangkomunlkasi daninformasi

Program Peningkatan slstem Monitoring 2 240,000,000
dan Evaluasi

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 43 6,976,365.000

Program Pelayanan Administrasi 16 2,059,179,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 4 394,000,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Oisiplin Aparatur 1 137,500,000
Program Fasilitas Pindah/purnaTugas 1 177,676,600
PNS
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Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2 150,060,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 2 162,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kineria dan
Keuangan

Program Pendidikan Kedinasan 1 180,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan 14 3,529,825,400
Aparatur

Peningkatan kualitas aparatur dalam 2 166,104,000
rangkapenyelenggaraan pemerintah

Kantor Sandi Daerab 21 837,610,000

Program Pelayanan Administrasi 11 430,770,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 3 86,000,000
PrasaranaAparatur

Program Pentngkatan Disiplin Aparatur 1 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3 228,970,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 2 22,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program pembinaan penyelengaraan 1 69,670,000
pemerintah daerah

Pelaksana Hattan Badau 21 1,695.100,000
Penanggulangan BeneanaDaerab

Program Pelayanan Administrasi 13 954,600,000
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 3 517,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2 72,500,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 151,000,000
Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan
Keuangan

Sekretariat Badan Koordinasi 16 1,2:51,658,000
Penyuluban Pertanlan, Pertkanan dan
Kebutanan
Program Pelayanan Administrasi 14 1,017,319,500
Perkantoran
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ProgramPeningkatan Saranadan
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2 63,334,000
Daya Aparatur

Badan Pendldikan dan Latihan 49 11,035,849,500
Daerah
Program Pelayanan Admlnistrasi 17 1.682,659,930
Perkantoran

ProgramPeningkatanSarana dan
-- -

8 1,025,021,020
Prasarana Aparatur

Program PeningkatanKapasitas Sumber 10 7,401,902,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 114,265,550
5istem PelaporanCapaian Kinerja dan
Keuangan

Program Pendidikan Kedinasan 1 102,480,000

Programperencanaan pembangunan 2 176,219,000
daerah Tahunan

Program Pembinaandan Pengembangan 5 419,702,000
Aparatur

Program Pengembangan Budaya Baca 1 10,000,000
dan Pemblnaan Perpustakaan

Monitoring dan Pembinaan Kediklatan 1 79,000,000
ProgramPembinaan dan 1 24,600,000
PermasyarakatanOlahraga

UnitLayanan Pengadaan Barang [asa 22 2,168,412,100
ProgramPelayanan Administrasi 9 1,301,158,500
Perkantoran

ProgramPeningkatanSarana dan 2 207,666,600
Prasarana Aparatur

ProgramPeningkatanPengembangan 4 55,112,000
Sistem Pelaporan Capalan Klnerja dan
Keuangan

ProgramPeningkatanLayanan 4 322,842,500
Pen daan
Program Pengembangan Sistem 3 281.632.500
lnformasiManajemen Pengelolaan
Databasedan Pelaporan Barang/Iasa

Iladan Ketahanan Pangan Daerah 19 807,438.250
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Program Pelayanan Administrasi 12 607,631,250
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 3 119,000,000
PrasaranaAparatur

Program Penlngkatan Disiplin Aparatur 2 3,600,000

Program Peningkatan Pengembangan 2 77,007,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Badan Pemberdayaan Masyarakat 21 1,563,690,000
dan Pemertntahan Desa

Program Pelayanan Administrasi 14 1.170,190,000
Perkantoran
------
Program Peningkatan Sarana dan 2 100,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 47,000,000
Daya Aparatur

Program Pentngkatan Pengembangan 2 91,500,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program penmgkatan partisipasi 1 155,000,000
masyarakat dalam membangun desa

Hadan Perpustakaan, Arsip dan 32 2,326,633,000
Dokumentasl Daerab

Program Pelayanan Administrasi 15 1,207,140,000
Perkantoran

Program Penlngkatan Sarana dan 3 630,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 54,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2 120,000,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 91,515,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program perbalkan sistemadministrasi 1 39,637,000
kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian 4 100,754,000
dokumen/arsipdaerah

Program peningkatan kualitas pelayanan 3 83,587,000
informasi
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Dinas Komunikasldan Informatika
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 2 372,466,200
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 52,250,000
Program Peningkatan Pengembangan 2 221,600,600
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Pengembangan Komunikasi, 8 643,500,000
Informasi dan Media Massa

Program fasilitasi Peningkatan SDM 1 33,159,000
bidangkomunikasi dan informasi

Program kerjasama informasi danmedia 9 3,559,607,000
massa

Program Pengkajian dan Penerapan 4 2,319,562,800
Teknologi

Program Pembinaan dan Pemberdayaan 2 501,600,000
Lembaga komunikasi
.._-
Peningkatan Kapasitas Updating Situs 1 24,000,000
Resmi Mitra Praja Utama (MPU)

Dinas Pertanlan lanaman Pangan & 5 2,201,120,000
Hortikultura

ProgramPelayanan Administrasi 1 1,627,720,000
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 1 348,000,000
PrasaranaAparatur

Program Penlngkatan Pengembangan 3 226,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Dina. Perkebunan 40 4,834,775,500

Program Pelayanan Administrasi 13 1,286,087,000
Perkantoran

Program Peningkatan 5aranadan 5 488,578,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasltas Sumber 2 60,163,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 32,277,000
~ Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan
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Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil 4 205,625,000
Produksi Pertanian/Perkebunan

Program penlngkatan penerapan 4 881,014,000
teknologi pertantan/perkebunan

Program peningkatan produksi 7 454,343,000
pertanianjperkebunan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Z4 2,215,120,075
Hewan
Program Pelayanan Administrasi 18 1,726,311,830
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 1 125,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasltas Sumber 2 35,000,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 3 328,808,245
Sistem Pelaporan Capalan Klnerja dan
Keuangan

Dinas Kehutanan 12 1,692,835,000
Program Pelayanan Administrasi 8 757,586,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 3 706,935,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 228,314,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Dinas Pertambangan dan Energi 16 3,260,684,000
Program Pelayanan Administrasi 9 2,175,959,000
Perkantoran

Program Peningkatan 5aranadan 3 575,725,000
PrasaranaAparatur

Program Pendidlkan Masyarakat 1 150,000,000
Program pembinaan dan pengembangan 1 143,500,000
bidang ketenagalistrikan

Peningkatan Kapasitassistem Pelaporan 1 150,500,000
dan Evaluasi

Pengembangan nata dan Informasi 1 65,000,000
Bidang Pertambangan dan Energi

Dinas Pariwisata dan Ekonoml Kreatif 21 3,12S,OOO,OOO
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Program Pelayanan Administrasi 2,270,000,000
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 3 155,000,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 100,000,000
Daya Aparatur

PROGRAM EKONOMI KREATlF 1 600,000,000
BERBASIS SENI DAN BUDAYA

Dina. Kelautan dan Perikanan Z4- 8,327,018.000

Program Pelayanan Administrasi 13 3,644,240,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 4 1,526,610,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 185,610,000
Daya Aparatur

Program peningkatan kesadarandan 2 2,347,878,000
penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut

Program Pengendalian Evaluasi 2 547,340,000
Perencanaandan Monitoring
Penyu!uhan Pertanian, Perikanan dan
Kelautan
Program Pengembangan Ststem 2 75,340,000
Informasi Kelautan dan Perikanan

Dinas Perdagangan 27 1,598,750,000

Program Pelayanan Administrasi 11 972,400,000
Perkantoran

Program Peningkatan Saranadan 3 200,500,000
PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 5 110,650,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 6 233,200,000
SistemPelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program perencanaan pernbangunan 2 82,000,000
daerah Tahunan

Dinas Perindusttian 19 1,738,141.000

Program Pelayanan Administrasi 12 1,103,043,000
Perkantoran
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Program Peningkatan Saranadan
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

1-----+-
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan
Keuangan

2

2

154,'125,000

172,728,000

035%

14 3,175,788,000

4 1,558,800,000

5 798,700,000

5 818,288,000

14 4,253,268.500
--~~

5 498,925,000

9 3,754,343,500

1 75,000,000

1 75,000,000

Z 144,000,000

2 144,000,000

31'

Program Koordmasl Pembangunan
Ekonomi dan Kemitraan

6 ' lMelldukqng~bl!itaskimitibmasdltn ,
, ,menl' katkiit kuaiibis" eta 'nan, ,!II ,','. ., " 13 ,

erizll\llo IIli.tuk 'en' 1k\i!D'., .. ~';:,;~~~:.~i.; ~=j_--'~8i~~~L~2:1l~-J
Hadan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan PeriZillan Terpadu

-::-~~---j-----:-+-----;-===+------j
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi·

Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasllnvestasi

ProgramPeningkatan Kualitas Pelayanan
Penanaman Modal

Satuan Polisl Pamong Praja Daerab
c=.~---~~-+-~-c--+---,

Program penegakan Peraturan
Perundang undangan

Biro Perekonomian

Program Pening!latan Apreslasi
Ternadap Kesenian dan Budaya

Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat (Trantibmas)

L--I--:B"'j-ro Bina Mental

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

4

Penguatan laringan dan Program
Koordinasl Perencanaan

1-----1---
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana
Pembangunan Daerah

3

1

573,926,500

150,000,000
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BadanPemberdayaan Perempuan &
Perlindungan AnakDaerah

Program Penlngkatan Pemberdayaan 1 117,500,000
Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan

D1NAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, +6 5,300,936,634
KECIL, MENENGAH

Program Pelayanan Administrasi 12 714,549,200
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 2 170,754,800
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3 46,715,000
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 6 267,706,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program perencanaan pembangunan 1 128,721,634
daerahTahunan

---
Program Pengembangan Sistem 10 783,707,000
Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha
Mikra, Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Pelayanan BLUD 3 740,000,000
UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM

Program Pemberdayaan Usaha Koperasi 1 25,275,000
danUMKM

Program Peningkatan Kualitas SDM 1 2,000,000,000
koperasi danUMKM

Program peningkatan dan 7 423,508,000
pengembangan Kelembagaan Koperasi,
Usaha Mikro, Ked! dan Menengah

Biro BinaMental Z 475,000,000

Program peningkatan koordinasi sumber 1 75,000,000
dayapendidikan

Program Peningkatan Apresiasi 1 400,000,000
TerhadapKesenian dan Budaya

Biro Perekonomlan 7 628.000,000

Program Koordinasi Pernbangunan 3 305,000,000
Ekonomi danKemitraan

Program Pengembangan investasi untuk 4 323,000.000
mendukung peningkatan ekonomi
daerah
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DadanPerwakilan Pemerintah 5 97Z,571,300
Provinsi Lampungdi Jakarta

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 122,870,000

Program Pengelolaan Keragaman 2 556,780,800
Buda a
Program pengembangan kerjasama 1 165,027,000
pengelolaan kekayaan budaya

Program Peningkatan Kerjasama 1 125,893,500
Perdagangan Internasional

Dinas Pertanian Tanaman Pangan & 1 180,000,000
Hortlkultura

Program Peningkatan Pemasaran Hasll 1 180,000,000
Produksi Pertanian/Perkebunan

D1nas Pariwisata dan EkonomlKreatlf 22 10,550,000,000

Program Pengembangan Pemasaran 8 6,700,000,000
Partwisata

Program Pengembangan Destlnasi 3 780,000,000
Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan 5 1,434,000,000

PROGRAM EKONOMI KREATIF 3 1,336,000,000
BERBASIS SEN! DAN BUDAYA

PROGRAM EKONOMI KREATIF 1 300,000,000
BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK

PROGRAM PENGEMBANGAN 2 0
KREATIATAS SUMBER DAYA MANUSIA

Dins Kelautan dan Perlkanan 7 1,397,603,400

Program pemberdayaan ekonomi 2 1,124,200,000
masyarakat peslslr

Program pengembangan budidaya 2 0
perikanan

Program pengembangan perikanan 2 273,403,400
tangkap

Program optimalisasi pengelolaan dan 1 0
pemasaran produksi perikanan

DiDas Perlndustrlan 18 3,356,753,700

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3 193,839,700
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 1 33,831,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
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Program perencanaan pembangunan
daerahTahunan

Program Pengembangan Industri Kedl
dan Menengah

9 2,162,788,000

Penataan StrukturdanPeningkatan
Kemampuan Teknologi Industri

~8c-+-~Mem~ntapkan peilg8~ll~aD sliJnller
daya alam y3lide*~liiniutaJi dan

. mentngkatka~k¢$iillllllJl .'
.•..jIll~anggulal!li~~m!la

. """

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

4 888,335,000

454,884,000

Penguatan [aringan dan Program
KoordinasiPerencanaan

4 454,884,000

DlnasPerhubungan
Program Pengembangan Posdan
Telekomunikasi SertaMeteoro!ogi dan
Geofisika'

1
1

4 244,602,800

4 244,602,800

1 57,000,000

1 57,000,000

17 13,135,578,000

1 126,400,000

4 2,403,300,000

5 1,332,000,000

5 9,114.878,000

2 157,000,000

1 250,000,000

1 250,000,000

15 4.824.306,000

2 3,008,335,000

Satuan PoUsi Pamong Praia Daerab

Program Pelayanan Adminlstrasi
Perkantoran

Peningkatan Perlindungan Masyarakat
(Linmas)

Biro Perekonomian
Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Pertambangan dan Kelistrikan

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerlntahan Desa

PROGRAM PENGEMllANGAN,
PENERAPAN & PEM6. ITG, SDA, DAN LH

Dinas Kebutanan
Program renabuttast hutandan lahan

Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan

Program Pencegahan dan Kesfapsiagaan
·I----l--,.pr-o".gr-am Kedaruratan dan Logistik -+-~-+------:~=-=~~+----j

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
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710,000,0004

3 414,000,000

6 903,340,460

4 498,630,540

17 8,928,991,000
3 273,095,000
5 659,946,000

2 492,000,000

2 6,615,600,000

Program Peningkatan Pendapatan
Daeran dari Hasil Pertambangan
Program Penelitian danpengembCa-n-ga-n-t----;;---j--~-----::-====+----j
Sumber Potensi danPemanfaatan Energi
Terbarukan dan Energi Altematif

---+--;----f----­
Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan
Geologi

Dinas Pertambangan dan Energl

Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan

Program persncanaandan
pengembangan hutan

Program Pendidikan Masyarakat

Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan

Program pembinaan dan pengawasan
bidangpertarnbangan

Pengembangan Data dan lnformast
Bidang Pertambangan dan Energi

f---+--=D::-in-a-s-K-ela-u-tan danPerikanan

Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir

""""""

1

2

2
10,338,950,000
10,338,950,000

3.2. Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan PemerJntahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan, Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah KabupatenJKota, terdapat 26 urusan wajib yang harus

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan 8 urusan pilihan. Berikut

ditampilkan tabel mengenai angggaran penetapan per urusan sebelum dan sesudah

perubahan APBD tahun 2016:
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Tabel1ll-2 Rekap Anggaran PenelapanPer UrusaDTahuu 2016 Provlnsl LampUDg

--
SEBEWM SESUDAH

Kode URUSAN I BlDANG JUMLAH JUMlAH
USULAN

PAGU INDlKATIF
USULAN PAGU INDIKATIF

00 1110111 URUSAIII

00 00 PROGRAM SEllAP SKPD 924 271,697,274,056 ~1~ 253,761,762,687

Badan Penanaman Modal Daerah dan 11 1,555,000,000 11 1.555,000,000
Pelayanan Perizinan Terpadu

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatlf 20 2,800.000,000 20 2,800,000,000

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS 18 1,308,000,000 18 1,308,000,000
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA
InspekloratProvlnsl 21 1.645,720,970 22 1,645,720,970

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , 23 1,769,560,000 23 1,768,560,000
Daerah

Dinas Perdagangan 25 1.585.000.000 25 1,595,000,000

Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan 1~ 13,212,313,000 19 13,212,313,000

Dlnas Pertarnbangan dan Energi 12 3,488.334.000 12 3.488,334,000

Kantor Sandi Daerah 20 927,000.000 20 927,000.000
1--

Badan Perwaldlan Pemerintah 18 4,224,927,700 16 4.224.927,700
Provinsi Larnpung di Jakarta

Dinas Perkebunan 21 2.245,000,000 21 2,245,000,000

Dinas Kesehatan 18 20,988,437,700 18 20,988,437,700

Badan Pendidikan dan Latlhan Daerah 38 11,537,181,500 38 11.537.181,500

Dlnas Peternakan dan Kesehatan 30 2,513,050,000 24 2,513,050,000
Hewan

Sekretarlat Badan Koordinasi 18 1,325,000,000 18 1,325.000.000
Penyuluhan Pertanlan, Pelikanan dan
Kehutanan

Olnas Perhubungan 23 4,527,600,000 23 4.527,600,000

SEKRETARIAT DPRD 41 27.015,714,000 41 27,015,714.000

BiroUmum 31 38,163,000,000 31 38,163,000,000

Badan Perpustakaan, Arsip dan 24 2,337,700,000 24 2,337,700,000
Dokumentasl Daerah

Badan Pengelolaan Lingkungan Hldup 23 1.649,300,000 23 1,649,300,000
Daerah

-~
Dinas Pengalran dan Pemuklman 28 11,139,750,000 28 11,139,750,000
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r---- --
SEBEWM SESUDAH

Kode URUSAN I BIDANG JUMLAH /UMLAH
USULAN

PAGUINDlKATlF
USULAN

PAGU INDIKATlF

Dinas Kelautan danPenkanan 17 5,790,610,000 18 5,790,610,000

UnitLayanan Pengadaan Barang Iasa 14 1,550,000,000 15 1.550,000,000

Badan Penelitian danPengemhangan
-

1,335,000,00014 1,335,000,000 14
lnovasi Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 20 1,706,540,000 20 1,706,540,000
Pernerintahan Desa

-~
Dinas Bina Marga 28 12,539,575,880 28 12,539,575,880

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 26 2,956,895,600 26 2,956.895.600

Dinas Pendapalan Daerah 18 11,922,261,006 18 11,922.261,006

Badan Ketahanan Pangan Daerah 19 984,950,000 19 984,950,000

Badan Pernberdayaan Perempuan &
-

22 2,013,655,000 22 2.013,655.000
Perllndungan Anak Daerah

r---
Dinas Kehutanan 12 1,767,485,000 12 1.767,485,000

Badan Perencanaan Pembangunan 21 2,869,000,000 21 2,869,000,000
Daerah

-
Biro Perlengkapan dan Aset 10 20,611,240,000 10 20,611,240,000

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 32 20,818,194,700 32 20,818,194,700

Pelaksana Harian Badan 22 1,915,000,000 22 1,915,000,000
Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 17 3,239,000,000 17 3,239,000,000

Dinas Perindustrian 23 1,927,605,000 23 1,927,605,000
--

RS.I!WA DAERAH 4 2,447,604,800 4 2,447,604,800

RSUD Dr,HABDUL MOELOEK 3 4,782,350.000 3 4,782,350,000

Dinas Komunikasi danInformatika 15 3,098.168,200 29 2,148,000,000

Dinas Pemuda danOIahraga 23 3,027,750,000 23 3,027,750,000
-- f----

200,000,000Biro Bina Sosial 1 1 200,000,000

Dinas Pertanian Tanaman Pangan & 5 2,657,720,000 5 2,657,720,000
Hortikultura

Sekretariat Komisi Penyiaran 29 2,148,000,000 29 2,148,000,000
Indonesia Daerah

--
Dinas Sosial 20 1,217,080,000 20 1,217,080,000

DlNAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 23 1,515,000,000 23 1,515,000,000
KECll. MENENGAH

Biro Administrasi Pernbangunan 4 700,000,000 4 700,000,000

01 WAIIB

01 01 PENDlDlKAN 88 142,761,182,000 88 106,006,177,854
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SEBELUM SESUDAH
Kode URUSAN I SIOANG /UMLAH /UMLAH

USULAN
PAGU INDIKATIF

USULAN
PAGUlNDIKATIF

I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 72 139,999,687,000 72 139,999,687,000

Dinas Perhubungan 6 1,200,000,000 6 l.200,000,000

Dinas Pertambangan dan Energi 4 611,495,000 4 611,495,000

BAOAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 180,000,000 1 180,000,000

Banan Pendidikandan Latiban Daerah 1 145,000,000 1 145,000,000

Biro Bina Mental 4 625,000,000 4 625,000,000
f-,,-----

KESEHATAN01 02 45 432,203,097,500 45 440,460,121,479

Dinas Kesehatan 25 117,821.562,300 25 117,821.562,300

RS. fIWA DAERAH 12 16,262,925,200 8 298,118,610,000
-

RSUO Dr.HAHOUL MOELOEK 8 298,118,610,000 12 16,262,925,200

01 03 PEKER/MN UMUM 144 811,345,391,020 144 789,584,739,8BO

Dinas Bina Marga 109 575,709,286,620 109 575,709,286,620
I-- .

Dinas Pengairandan Pemukiman 35 235,636,104,400 35 235,636,104,400

01 04 PERUMAHAN 23 94,048,825,600 23 92,601,831,100

Dinas Pengairandan Pemukiman 23 94,048,825,600 23
I

94,048,825,600

01 as PENATMN RUANG 2 875,000,000 2 934,264,000

Badan PerencanaanPembangunan 2 875,000,000 2 875,000,000
Daerah

01 06 PERENCANAANPEMBANGUNAN 91 14,072,266,000 83 11,242,426,299

Badan PerencanaanPembangunan 65 8,856,000,000 57 8,856,000,000
Daerah

Dinas Perdegengan 2 95,000,000 20 4,665,000,000

BadanPenelilian dan Pengembangan 20 4,665,000,000 2 95,000,000
Inovasi Daerah

BadanPendidikandan Latiban Daerah 2 183,306,000 2 183,306,000-

DlNAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 1 195,000,000 1 77,960,000
KEelL, MENENGAH

Dinas Perindustrian 1 77,960,000 1 195,000,000

01 07 PERHUBUNGAN 27 60,897,400,000 28 58,797,993,000

Dinas Perhubungan 27 60,B97,400,OOO 28 60,897,400,000

01 08 LINGKUNGAN HIDUP 19 4,565,200,000 19 3,509,398,000

BadanPengelolaan Lingkungan Hldup 19 4,565,200,000 19 4,565,200,000
Daerah

01 09 PERTANAHAN 3 643,000,000 3 643,000,000

BiroTata PemermtahanUmum 3 643,000,000 3 643,000,000

01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 3 170,000,000 3 370,000,000
SIPIL

80



SEBELUM SIlSUDAH
Kode URUSAN I BIDANG JUMLAH JUMLAH

USULAN
PACU lNDIKATlf

USULAN
PAGU INDIKATlF

Biro TataPemerintahan Umum 3 170,000.000 3 170,000.000

01 11 PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN IB 6,056,345,000 18 5,234,493,000
PER~INDUNGAN ANAK

Badan Pemberdayaan Perempuan & 17 5,986,345.000 17 5,986,345,000
Perlindungan Anak Daerah

Biro Bina Sosial 1 70,000,000 1 70,000,000

01 13 5051A~ 19 17,927,360,000 19 17,770,074,500

Biro Bina Sosial 4 550,000,000 4 550,000,000

DlnasSosial 14 9,032,920,000 14 9,032,920,000

BiroBina Mental 1 8,344,440,000 1 8,344,440,000

01 14 KETENAGAKERJMN 18 3,961,000,000 22 17,88B,Ol1,100

Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 17 3,B11,OOO,000 21 3,811,000,000

BiroBina Sosial 1 150,000,000 1 150,000,000

01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL 21 2,858,000.000 22 3,972,490,000
MENENGAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 21 2,858,000,000 22 2,958,000,000
KECIL,MENENGAH

-

01 16 PENANAMAN MODAL 14 3,645,000,000 14 3,175,789,000

Badan Penanaman Modal Daerali dan 14 3,645,000,000 14 3,645,000,000
Pelayanan Perizinan Terpadu

01 17 KEBUDAYAAN 18 8,461,998,800 18 6,238,940,300

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 7,114,000,000 13 7,114,000,000

BadanPerwakilan Pemerintah 4 1,147,998,800 4 1.147,998,800
Provinsi Lampung di Jakarta

BiroBina Mental 1 200,000,000 1 200,000,000

01 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA 20 12,077,447,000 20 10,292,809,610

Dinas Pemuda dan Olahraga 17 4,172,250,000 1 7,494,367,000

Badan PerwakiJan Pemerintah 1 7,494,367,000 17 4,172,250,000
Provinsi Lampung di Jakarta

Biro Bina Mental 2 410.930,000 2 410,630,000

01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 44 21,685,823,300 44 20,078,989,300
DALAM NEGERI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 3,431,440,000 12 3,431,440,000
Daerah

-=Pelaksana Harian Badan 14 13,162,578.000 14 13,162,578,000
Penanggulangan Bencana Daerah
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SEBELUM SESUDAH
Kode URUSAN I BJDANG IUMLAH JUMLAH

USULAN
PAGU INDIKATIF

USULAN
PAGUINDIKATIF

Satuan Polisi Pamong Praia Daerah 18 5,091,805,300 18 5,091,805,300

01 20 OTONOMl DAERAH, PEMERINTAHAN 392 192,265,766,424 383 210,394,950,924
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH

,~-

8iro Otonomi Daerah ZO 3,000,000,000 20 3,000,000,000

Biro Hukum 13 2,250,000,000
,~

13 2,250,000,000

Biro Administrasi Pembangunan 13 1,950,000,000 13 1,950.000,000

Badan Perencanaan Pembangunan 2 2,100,000,000 6 4,259.663,000
Daerah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 16 4,579,409,400 16 4,579,409,400

Badan Pendidikan danLatihan Daerah 8 775.650,000 8 775,650,000

Biro Humas & Protokol 16 6,250,000,000 16 6,250,000,000

Badan Peiwakilan Pemerintah 6 4,259,663,000 2 IB5,OOO,OOO
Provinsi Lampung di Jakarta

Pelaksana Harian Badan 2 185,000,000 2 2,100.000.000
Penanggulangan Beneana Daerah

Biro Keuangan 49 13,984,000,000 24 6,546,250,000

BiroUmum 22 11,337,000.000 49 13,984,000,000

Biro Tata Pemerintahan Umum 10 1,437,000,000 10 1,437,000,000

8iro Perlengkapan danAset 26 13,933,260,000 26 13,933,260,000

Kantor SandiDaerah 1 73,000,000 33 12,908,238,994

SEKRETARIAT DPRD 20 57,984,286,000 1 73,000,000
~

Biro organisasi 15 3,BI0,000,OOO 20 57,984,286,000

Biro Perekonomian 29 2,250,000,000 15 3,810,000,000

InpektoratProvinsl 24 4,354,279,030 3 207,000,000

SekretariatKomisi Penyiaran 3 207,000,000 21 11,337,000,000
Indonesia Daerah

SEKRETARlAT DEWAN PENGURUS 7 1.192,000,000 21 2,250,000,000
KORPS PEGAWAI NEGER! SIPIL
REPUBLIK INDONESIA

-
8iro Bina Menta! 19 35,219,730,000 24 4,354,279,030

Sekretariat Badan Koordinasi 24 6,546,250,000 7 1,192,000,000
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan

Dinas Pendapalan Daerah 33 12,908,238,994 19 35,219.730,000

Biro Bina Sosia! 7 730,000,000 1 730,000.000

Unit Layanan Pengadaan Barang [asa 7 950,000,000 7 950,000,000
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~0RUSAN/BIDANG SEBELUM SESUDAH

IUMLAH PO\GU INDIKATIF IUMLAH PAGUlNDlKATIF
USULAN USULAN

01 21 KETAHANAN PANGAN 31 5,515,050,000 31 4,375,466,750

Badan Ketahanan Pangan Daerah 31 5,515,050,000 31 5,515,050,000

01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 17 8,Q43,460,OOO 17 6,910,748,000
DESA
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 17 8,043,460,000 17 8,043,460,000
Pemerintahan Desa

01 24 KMRSIPAN 17
f

1,022,700,000 17 923,028])00

Badan Perpustakaan, Arslp dan 17 1,022,700,000 17 1,022,700,000
Dokurnentasi Daerab

01 25 KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA 36- 8,726,831,800 37 8,026,028,800

Biro Humas &Protokol 1 250,000,000 25 7,831,B31,800

Dinas Komunikasi dan Informalika 25 7,831,831,800 2 250,000,000

SekretariatKomisi Penyiaran 10 645,000,000 10 645,000,000
Indonesia Daerah

01 26 PERPUSTAKAAN 8 539,600,000 8 473,072,000

Badan Perpustakaan, Arsipdan 8 539,600,000 8 539,600,000
Dokumentasi Daerah

02 PILIHAN

02 01 PERTANIAN 110 27,732,980,000 94 22,579,361,825

Dlnas Peternakan dan Kesehatan 44 7,106,950,000 19 4,555,000,000
Hewan

Dlnas Pertanian Tanaman Pangan & 46 15,242,280,000 46 15,242,280,000
Hortlkultura

SekretariatBadanKoordinasi 1 828,750,000 1 828,750,000
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan

Dinas Perkebunan 19 4,555,000,000 28 7,106,950,000

02 02 KEHUTANAN 15 8,344,335.000 15 4,824.306,000

Oinas Kehutanan 15 8,344,335,000 15 8,344,335,000

02 03 ENERGI DAN 5UMBER DAYA 19 26,000,171,000 19 24,109,971,000
MINERAL . I
Dinas Pertambangan dan Energi 19 26,000.171,000 19 26,000,171,000

02 04 PARIWISATA 16 11,269,000,000 16 8,914,000,000

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16 11,269,000,000 16 11,269,000,000

02 05 KELAUTAN DAN PERlKANAN 54 19.592,390,000 56 32.026.443.700

Oinas Kelautan danPerikanan 54 19,592,390,000 56 19.592,390,000

02 06 PERDAGANGAN 36 3,469,043,500 36 2.579,713,500
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SEBI!LUM SIlSUDAH
Kode URUSAN I BIDANG JtlMLAH jUMLAH

USULAN
PAGU INDlKATIF

USULAN
PAGD INDIKATIF

Badan Petwakilan Pemerintab 1 173,043,500 1 173,043,500
Provinsi Lampung di [akarta

Dlnas Perdagangan 35 3,295,000,000 35 3,295,000,000

02 07 INDUSTRI 13 3,191,435,000 13 3,051,123,000

Dinas Perindustrian 13 3,191,435,000 13 3,191,435,000

02' 08 KETRANSMIGRASIAN 9 1,150,000,000 9 756,287,200

DinasTenagaKerjadan Transmigrasi 9 1,150,000,000 9 1,150,000,000

02 09 EKONOMI KREATIF 7 2,631,000,000 7 2,236,000,000

Dinas Pariwisata danEkonomi Kreatif 7 2,631,000,000 7 2,631,000,000

TOTAL Z3Z1 Z,ZZ9,444,373,000 2,29Z 2,174,643,810,808

3.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Berdasarkan SKPD pengampu urusan pemerintah daerah, teJah dirancang

program/kegiatan sebagat berikut:

Tabellll-] Programdan Kejllatan sebelum dan SesudahAnggaranPerubahan Berdasarkan SKPD

Sebelum Sesudah
No. SKPD I Drusan I BidangI 1-.

InmlahProgram jumJah Pagu lndikatlf pagn Indlkatlf
Kel!iatan Kematan

Dina. Pcndldlkandan
Kebudavann
NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD
~~

Program Pelayanan Administrasi
12

3,292,692,000,00 12 2,991,192,000.00
Perkantoran
Program Pening!<atan Sarana dan

6
9,919,621,000.00 6 596,750.000.00

Prasarana Aparatur
Program Peningkatan KapasilaS 0 1 0
Sumber Daya Aparatur 1

WAJIB
PENDlDlRAN

Program Pendidikan Anak Usia
4

7,237,521,300.00 4 4,830,341,300.00
Dini
Program Wajib BeIajar Pendidikan

12
15,819,573,271.00 12 7,288,520,625.00

Ilasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 14 I
65,082,324,650.00 14 52,050,435,650.00

Program Pendidikan Luar Biasa t 1,447.000,000.00 1 608,465,000.00
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SKPD I Urosan I BidangI Sebelum 5esudab
No. lumlah lumlahProgram

Keglatan
pagu Indlkatlf

Kealatan Pagu Indlkatlf

Program Peningkatan Mutu 2,300,000,000.00 3
--~

974,402,500.00
Pendidik dan Tenaga 3
Kenendidikan
Program Manajemen Pelayanan

9
18,459,652,650.00 9 13,638,752,650,00

Pendidikan
Pengembangan dan Pemanfaatan

5
2,500,000,000.00 5 978,487,500.00

TlK untukPendidikan
Pendidikan Agama dan Budi

2
3,300,000,000,00 2 1,639,253,000.00

Pekerti
ProgramPendidikan Tinggi 2 8,440,000,000.00 2 7,994,000,000.00

Program Kegiatan Belajar
1

10,723,615,129.00 1 10,723.615,129.00
Mengajar
ProgramPendidikan Non Formal

19
4,690,000,000.00 19 2,764,579,500,00

dan Informal
KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Nilai
1

204,000,000.00 1 5,795,000.00
Budava
ProgramPengelolaan Kekayaan

4
1,810,000,000.00 4 1,229,450,000,00

Budaya
Program Pengelolaan Keragarnan

5
2,000,000,000.00 5 1,335,600,000.00

Budaya
Pengembangan SeniBudaya

3
3,100,000,000.00 3 2,621,217,500.00

LamPUIl2
I--

160,326,000,000.00 104 112,471,057,354.00104

Dlnas Keoebatan
,-

NONURUSAN

PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Adminislrasi
13

4,959,447,100.00 13 3,742,947,100.00
Perkantoran
Program Penrngkatan Saranadan

4
15,666,290,600.00 4 2,226,779,100.00

PrasaranaAparatllr-
ProgramPeningkatan Disiplin 362,700,000.00 1 0
Anaratur 1

WAIIB

KESIlHATAN

ProgramObatdan PerbekaJan
<-

13,573,966,500.00 2 10,497,176,500.00
Kesehatan 2

ProgramUpaya Kesehatan
1

7,606,963,500.00 1 4,159,575,500.00
Masvarakat
ProgramPerbaikan Gi.i

1
22,743,875,800.00 1 10,896,027,100.00

Masyarakat
ProgramPeningkatan Kesehatan

1
8,741,914,000.00 1 6,091,914,000.00

Lingkungan
ProgramSurveilance Epidemiologi

1
1,750,000,000.00 1 858,350,000.00

dan PenangguJanagan Wabah
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Sebelum Sesudah
No. SKPD / IJrusan/ Bidang/

/umlah /IlmlahProgram
Ke,;atan Paglllndlkatif Kematan PlIgIl Indlkatif

Program Upaya Pelayanan
2

47,431,271,200.00 2 45.357,271.200.00
Kesehatan Perorangan

.-
Program kebijakan dan 1,196,521,500.00 4 617,553,000.00
rnanajemen Pembangunan 4
Keseltatan
Program Kesehatan Ibu, 2,004.000,000.00 1 894.000.000.00
Kesehatan Anak danPeningkatan

1Keselamaran lbuMelahirkan dan
Anak
Program Upaya Pelayanan

2
730,385.500.00 2 418,864,750.00

Keseharan Tradisional
Program Alat Kesehatan dan

2
241,879.000.00 2 138,879,000.00

Makanan Minuman
Program Pemberantasan Penyakit 1 7.700,000,000.00 1 4.344,946.500.00

Program Sumber Daya Manusia
4

2,485,410,300.00 4 1,132,749,100.00
Kesehatan
Program Promosi Kesehatan 2 1,365,375.000.00 2 722,246,000.00

Program Pembiayaan Dan laminan
1

250,000,000.00 1 81,500,000.00
Kesenatan

43 138,810.000,000.00 43 92,180,777.850.00

RSUD Dr.H.ADDUL MOELOEK . -

NONURUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD

--

Program Pelayanan Administrasi
2

3,671,390,000.00 2 3,773,090,000.00
Perkanloran
Program Peningkatan Kapasitas

1
1.110,960.000.00 1 1.110,960.000.00

5umberDaya Aparatur
WAIlB

KESEHATAN

Program pengadaan, peningkatan 119.226,390.000.00 4 118.685,150,625.00
saranadanprasarana rumah

4sakit/rumansakitliwa{rumah
sakitparu-paruj'rumah sakltmata
Program pemeliharaan saranadan 23.192.220,000.00 2 23.107.714.375.00
prasaranarurnah sakit/rumah

2sakit jiwa/rumah sakitparu-
paru{rumalt sakitmata
Program Peningkatan Mutu

1
155,000.000.000.00 1 196,481.201,629.00

~
Pelayanan BWD
Program Kemitraan Peningkatan

1
700,000.000.00 1 697.272,500.00

Pelayanan Kesehatan

11 302,900,960,000.00 11 343,8SS,389,129.00

RS.)IWA DAERAH

NDNURUSAN
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Sebelum Sesudah
No, SKPD / Urusan/ Bidang/

Jumlah JumlahProgram
Keglatan Pago ludlkatlf

Keelaran PaguIncllkatlf

PROGRAM SETlAP SKPD

Program Pelayanan Admlnistrasi
1

1,698,202,800.00 1 1,723,542,800.00
Perkantoran
Program Penlngkatan Sarana dan

1
461,950,000.00 1 458,950,000.00

Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin

1
104,892,000.00 1 104,742,000.00

Allaratur
'----

Program Peningkatan 182,560,000,00 1 245,556,000.00
Pengembangan Si~tem Pelaporan 1
Capalan Kinerja danKeuangan
WAJlO

KESEHATAN

Program Upaya Kesehatan
3

156,065,000.00 3 102.916,000.00
Masvarakat
Program Promosl Kesehatan dan

1
36,130,000.00 1 25,400,000.00

Pemberdayaan masyarakat
Program pengadaan, peningkatan 7,030,379,200.00 3 6,555,188,650.00
sarana dan prasarana rumah

3
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakitparu-paru/rumah sakitmata - .
Program Upaya Pelayanan

2
491,346,000.00 2 108,060,000.00

Kesehatan Peroranzan
Program kebijakan dan 519,805,000.00 1 467,465.050.00
manajemen Pembangunan 1

- Kesehatan
Program Peningkatan Mutu 8,000,000,000.00 1 8,000,000,000.00
Pelayanan BWD 1

Program Kemitraan Peningkatan
1

29,200,000.00 1 18,800,000.00
Pelayanan Kesehatan

16 18,710,530,000.00 16 11,810,520,500.00

f--
DlDas BIDa Marga

NONURUSAN

PROGRAMSETIAPSKPD

Program Pelayanan Administrasl 14 8.212.110,500.00 14 8,140,121,900.00
Perkantoran
Program Perungkatan Sarana dan 6 2,506,506,800.00 6 2,441,814,800.00
Prasarana Aparatllr
Program Pemngkatan Disiplin 1 322.000;000.00 1 0

r-
Aoaratur
Program Peningkatan Kapasilas 2 680.500,000.00 2 407,980,000.00
Sumber Daya Aperatur
Program Peningkatan 5 818,398,580.00 5 803,398,580.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kineria dan Keuangan
WAllO
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Sebelum Sesudah
SKPD I UrusanI BldangI

Jumlah I PaguIndlkatlf lumlah I I PaguIndlkatif
No. Program

KegiataD KelliataD
PEKP.RIA4l.t tlUIIU



· .- J"'O,.:J f'j',O~t:J,~£u.uu 46 339,370,927,550.00
jemoatan
Program 40 169,014,449,100.00

c-
40 162,502,688,870.00

rehabilitasi!pem.liharaan [alan
danIembatan
Program Pombangunan sistem 2 2,294.100,000.00 2 2.282.100.000.00
inforrnasi{data base jalan dan
jembatan

.-=f--.
Program peningkatan sarana dan 6 12,428.150,000.00 6 9.481.142.600.00
prasarana kebinamargaan
Program Pembangunan Saluran 2 11,615-,000,000.00 2 11,296,320,460.00
Drainase{ Gorong-Gorong
Program Inspeksi Kondisi lalan 5 1,513,486,000,00 5 1,460,488,000.00
danIembaten
Program Pembinaan [asa 5 2,668,200,000.00 5 2,279,200,000.00
Konstruksi
Pembangunan lalan-jalan Strategis 3 29,596,001.000.00 3 29.577,001,000.00

137 588,248.862,500.00 137 570,043,183,760.00
-

DlnasPengalran dan .-
Pemuklman
NONURUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 14 7,438,500,000.00 14 7,238,500,000.00
Perkantoran
Program Penlngkatan Sarana dan 5 3,133,000,000.00 5 3.133,000,000.00
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin 1 251,250,000.00 1 251,250,000.00
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 1 125,000,000.00 1 75,000,000.00
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan 7 192,000,000.00 7 192,000,000.00
Pengembangan SistemPelapuran
Capaian Kinorja danKeuangan
WAJIB
PEKIlRlAAN UMUM

Program pengembangan dan ===-11 180,230,207,200.00 11 179,158,707,200.00
pengelolaan jaringan irigasi, rawa
danjaringan pengairan lainnya
Program pengembangan, 9 29,705,897,200.00 9 27,827,672,200.00
pengelolaan dankonservasi
sungai, danau dansumberdayaair
lainnya
Program Pengembangan Kinerja 3 2,450,000,000.00 3 1.857,000,000,00
Pengelolaan Air Minum danAir
Ltmbah
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Sebelum I Sesudah
No. SKPD / Urusan / Bldang /

lumlah lumIahProgram
Ke£latan Pagulndlkatlf

, Keglatan PaguIndikatll

Program pengendalian banjir 5 8,900,000,000.00 5 8,763,992,000.00

Program pengembangan wilayah 3 8,500,000,000.00 3 7,989.000,000.00
strategis danceoattumbuh
Program Pembangunan 4 5,850,000,000.00 4 5,738.500,000.00
Infrastruktur Pedesaan
PERUMAHAN

Program Pengernbangan 4 1,475,000,000.00 4 1,231,506.000.00
Perumahan
Program Lingkungan Sehat 9 25,879,000,000.00 9 25.509.978,300.00
Perumahan
Program Prasarana danSarana 5 63,464,000,000.00 5 63232.501,200.00
Bangunan Gedung danLingkungan
Program Perencanaan Tata Ruang 4 2,250,000,000.00 4 1,647,020,000.00

Program Pengembangan 1 980,825,600.00 1 980,825,600.00
Data/Informasi

86 340,1124,680,000.00 86 334,826,452,500.00

BadanPerencaoaan I
PembangunanDaerah -
NONURUSAN

PROGRAMSETMPSKPD
Program Pelayanan Administrasi 14 1,902,000,000.00 14 1,840,300,000.00
Perkantoran
Program Peningkaran Sarana dan 4 770,000,000.00 4 1,055,600,000.00
Prasarana Aparatur

-r-r-
Program Peningkatan Disiplin 1 52,000,000.00 1 52,000,000.00
Anaratur
Program Penlngkatan Kapasitas 2 145,000,000.00 2 142,394,000.00
Sumber Daya Aparatur
WAIIB
PENATAAN RUANG

Program Perencanaan Tata Ruang 2 875,000,000,00 2 834,264,000.00

PERENCANAANPEMBANGUNAN

Program Pengembangan 10 1,454,000,000.00 10 1,216,847,500.00
data/informasi

r-r-z-r-
Program peningkalan kapasilas 1 140,000.000.00 1 99,143,000.00
kelembagaan perencanaan
pembangcnan c1aerah
Program perencanaan 12 2.326,000,000.00 12 714,661,300.00
pembangunan daerah Tahunan
Penguatan Ianngan danProgram 14 1,910,000,000.00 13 1,992,801.500.00
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan dan Fasilitasi 8 1,133,000,000.00 7 1,Q14,OOO,OOO.00
Kebijakan Pembangunan Daerah
Pemantauan danEvaluasi 12 1,043,000,000.00 8 968,869,000.00
Pelaksana Pembangunan Daerah
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Sebelubt Sesudah
No. SKPD I UrusanI Bldaog I

Jumlah JumlahProgram
Keglatau PaguIndlkatlr

Kematan pagu Indlkatlf

Pengembangan Dokumen 8 850,000,000.00 6 632,773,365.00
Perencanaan Pembangunan
Daerah
OTONOM[ DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
AI>MINlSTRASI KEUANGAN
DAERAH,PERANGKATDABRAH
Program Peningkatan Kerjasama 1 2,000,000,000.00 1 2,000,000,000.00
Antar Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kapasitas 1 100,000,000.00 1 98,200,000.00
Kelembagaan

90 14,700,000,000.00 82 12,661,853,6liS.00

RadanPenelltiandan
Peugembangan [novasl Daerah
NONURUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi 11 1,085,000,000.00 11 1,040.470.000.00
Perkanroran
Program Peningkatan Sarana dan 1 90,000,000.00 1 90,000,000.00
Prasarana Ap~ratur

Program Peningkatan Kapasitas 1 100.000,000.00 1 80,000,000.00
Sumber Daya Aparatur -
Program Peningkatan 1 60,000.000.00 1 51,100,000.00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
WAilS

PBRENCANAANPEMBANGUNAN
Program perencanaan 2 240,000,000.00 2 189,370,000.00
pembangunan daerab Tahunan
Penelitian danPengemhangan 18 4,425,000,000.00 16 3,949,060,000.00

34 6,000,000,000.00 34 5,400,000,000.00

DlnasPerhubungan
NONURUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD

.~

Program Pelayanan Administl'asi 15 3.166,750,000.00 15 3,102,907,000.00
Per'kantoran

Program Peningkatan Sarana dan 6 1,077,500,000.00 6 515,500,000.00
Prasarana Aparatur
Program Pening1<atan Disiplin 1 206,350,000.00 1 208,350,000.00
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 1 75,000,000.00 1 75.000,000.00
Sumber Daya Aparatur
WAJIS
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Bila ditinjau sumber pertumbuhannya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 didorong olen kinerja sektor Konstruksi (1,44%);

sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,62%);

serta sektor IndustriPengolahan (0,61%).

Tabell·3 PertumbuhaD PDRO ProvlnslLampllDl menurut LapaDgaJI Usaha TabllD Dasar2010
(pe.....D)

r-'
Pertllmbuban Sum.....

Kornponen Trlwulan 1·2016 Trlwulan 1-2016 Pertwnb.

terhadap Tw1V-201S t.erbadapTwI·2015 han

A
Pertanian, Kehutanan. 36.11 1.11 039dan Perikanan

B
Pertambangan dan -13 2,49 0.15
Penalian

C IndustriPengolahaR -7.8'J l.S8 0.61

0 PengadaanLlstrlk (las 6.49 25.56 0.02

E PengadaanAir '2.21 5.77 0.01

F Konstruksi ·13.46 19.07 1....

Perdagangan Besar dan
G Bceran. ibn R.eparui ~O.S4 5.4 0.62

Mobil dan SepedaMotor

H
'rransportasi dan -2.05 9.2 0.43
PerE\ldanran

I
Penyediaan A1wmodasi 1.05 7.18 0.09
danMaltan Mlnum

I
Infonnasi dan

7.S7 11.28 B.4BKomunibsi .-
K )asa KeuaJ1f'lR 0.03 5.29 0.11

L Real Estate 1.8S 6.2 0.19

M.N Iasa Perusahaan 1.3 4.47 0.01

Administrasi

0
Pemerintahan.

·11.77 7.14 0.21
Pertahanan,dan jamJnan
SosialWaiib

p lua Pendidikan -3.98 s.t 0.22

Q
lasa Kesebatan dan 1.73 5.71 0.05

I K~iatm Scsial

R.S.T.U Iasaltalnnya 0.1 2.97 0.03

PDRB 6.51 5.05 s.oS
'-

Dari sisi Pengeluaran (Tabel 1.4), Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang

terbesar sumber pertumbuhan ekonomt Provinsi Lampung dengan andll sebesar 3,16%,

kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto 1,65%. Sementara itu, sumber

pertumbuhanyang berasal dart aktifitas ekspordan impormaslh tercatat negatif.

Komponen

Tabell-4-Pertumbuhan PDRB ProvIDsl LampUDg meDumtPeDgeluaran Tahun Dasar Z010 (perseD)

'-_-'===__--"-1---!T"ws.J -J.1-.'.Tw.=,IV:...-Il---'Tw J I TwI I Tw IV I Tw I I AmID I
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::~~ ~:~~ :~~~ ~::s 200~~ 2016 Twl
ovl (yo (Yo,1 2016

1. Pengejuaran konsumsi 0,03 -0,40 0,36 5,75 4,98 5,33 3,16

rumah tangga

2. fengeluaran konsumsi -1,17 11.45 -17.13 -4,35 22,73 3,54 O,~

LNPRT

3. Peegejuaran konsumsi .43,29 30,91 ·44,63 10,84 11,64 8,99 0,54

pemEnntah

4. Pembentukan modal -SJ7 6,31 .7.01 2,41 1.36 5,61 1,65

tetap bruto

5. Perubahan lnventeri 1172,03 -74.95 1100,28 7.52 -16,88 -21.56 .(l,C3

'6. Ekspor barangdanjasa :0,53 -7,74 -1,44 13.15 -12,13 -12,95 -6.29

7, Dlkurangi impor barang -22,11 23.20 -27,24 13,76 ·7,19 -13,31 -5,98

dan jasa

PDOD 6.79 -8,38 6,51 4,91 5,33 5,05 5,05

Merujuk pada Grafik 1-2, kontribusi bagi struktur perekonomian Provinsi Lampung

menurut lapangan usaha pada Triwulan 1·2016 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha

utama yaitu: Pertanian, Kellutanan dan Perikanan (33,90 persen); lndustri Pengolahan

(17,81 persen): dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,72

persen], Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hanya pangsa sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami peningkatan. Sedangkan pangsa

sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar-Eceran, dan Reparasi Mobil­

Sepeda Motor mengalami penurunan pangsa terhadap total perekonomian di Provinsi

Lampung,

Graftk 1-2 Kontrlbusl PDRB Provlns! LamplIDg menuTUt Lapangan Usaba

201£-1 .......~.......
.~ ...........

lDts -IV ---20Ci -I"
.~lUtdtGa

Z<l15· It ---~
201S·1 .~

2014·IV
.~8eW"'~'"
......WIIM ...."-*1IIcI'llr

.1t~cIlrIl'If""'"

2D14·UI fi .........~ ........-2014· n .--..-~

2014·' ....-+--_I---+--_ ....-... - .... """ """ 1_

5umbet : 8P'li~ UmptIng. (liolah
-
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Dari sisi pengeluaran (Tabel 1-5), kontribusi bagi struktur ekonomi Provinsi

Lampung pada triwulan 12016 masih tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah

tangga dengan pangsa sebesar 59,73% terhadap total pengeluaran ekonomi Provinsi

Lampung. Selanjutnya, peranan Ekspor barang dan jasa (41,34%), Impor barang jasa

(38,74%), PMTB/investasi (29,29%) serta Pengeluaran Konsumsi Pernenntah (7,11%)

dari total pengeluaran ekonomi Provinsi Lampung.

Tabell·5 PORB menurut Pengeluaran ADHB (trillun rupiab)

Herge Berlaku
Lenangen Usaha

TriwI-20IS TriwlV·201) Triw[-20l6 TW1,2016(")

~g£hJ8fan Konsumsi JS.S6S,1-4 ~9.015,45 39812.18 ~9.73
Rwnah T""""

2. PeagelusranKonswnsi
758.95 9'JO.94 848.80 1,27LNPRT

3. Pmgelumn Konsusmsi 4.058,78 8.502,21 4.737,29 7,10Pemerinlah
4. PMTIl &.Perubehen

17.911,13 20.832,14 t9.m,90 29,29Inventori
5. Ekspor Rm1mg dan1"" lO.768A7 26.426,11 27.557,48 41)4

6. Ineor BalUl2dan Jesa 29.557,19 33.995,70 25.825,44 38.74
PDRO 60,7,.,,88 61.783,75 66.656,20

InflasiDaeTa/r

Secara tahunan (Grafik 1.3), laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung pada

triwulan I 2016 (Maret 2016) tercatat sebesar 5,29% (yoy),lebih tinggi dibanding dengan

triwulan sebelumnya (Desember 2015) yang sebesar 4,34% (yoy). Inflasi tersebut tercatat

lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 4,45% (yoy). Kondisi tersebut

masih jauh dari target yang telah diasumsikan sebelumnya, yaitu sebesar 4 ± 1 %.

Craftk 1-3 Inl\asl Tabunan Lampung dan Indonesia
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Peningkatan inflasl terscbut terjadi secara merata pada dua lokasi basis

penghitungan. Inflasi di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 5,37% (yoy), di Kota Metro

mengalami inflasi sebesar 4,83%(yoy).

Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok volatile food yang didorongoleh

kenaikan harga bahan pangan strategis seperti bawang merah dan cabal merah seiring

dengan bergesernya musim panen dan curah hujan yang tinggi. Kelompok administered

price juga tercatat mengalami peningkatan harga meskipun terdapat kebijakan penurunan

harga BBM pada awal januari 2016. Sementara, pada kelompok core (inti) tercatat

mengalami penurunan.

Mengamati data pada Tabel 1.5, peningkatan inflasi pada Triwulan I 2016 secara

tahunan lebih didorong oleh meningkatnya harga pada kelompok Transpor dan

Komunikasi dari -4.2% (yoy) menjadi 1,96% (yoy) dan meningkatnya harga pada

kelompok bahan makanan dari 8,33% (Yay) menjadi 10,44% (yoy). Sementara lima

kelompok lainnya mengalami penurunan inflasi.

Tabell-6 Infla'l Tahnnan Inennrot Ke(ornpok Barang dan Jasa (persen yoy)

No, Komponen ZOH 201S 2016
Twl Twll Twill TwIV Twl Two TwlU TwIV Twl

I Bahan makanan 6.33 8.11 5." 9.9i 8.SS H.03 11.86 833 10.++
2 Makanan jadl,minuman, rokok. dan 3.74 4.92 4.0" 6.78 8.08 938 8.76 6.69 6.18

tembakau

3 Perumaban 5.48 4.78 4.39 7.14 7.... 7.14 618 3.48 2.04
4 5andalU! 1.95 2.65 0.97 037 2.05 3.16 4.01 4.47 2.66
5 asa kesehatan 7.42 6.90 6.3Z 7A9 6.40 11.12 10.39 10.30 9.54
6 Pendidikan, rekreasi,dan olahraaa 3.65 1:4,1 6.07 9.03 9.02 8.78 4.28 5.00 4.96
7 Transoordao komunikasi 13!J8 1033 1.29 10,59 1,97 3.78 4.97 -4.22 1.96

Umum 6.55 6.39 4.22 8.06 6.64 8.17 7.70 4.34 519

1.3.7. Perkembangan IndikatorSosial Ekonomi Daerah

Pengangguran Terbuka

Secara relatif angka pengangguran terbukaProvinsi Lampung menunjukkan

penurunan dari 5,14 persen pada Agustus2015 menjadi 4,54 persen pada bulan Februari

2016. Angka pengangguran terbuka Provinsi Lampung tersebut masih di bawah angka

nasional yang sebesar 5,5 persen. BHa dibandingkan dengan keadaan pada Pebruart 2015

(3,44persen), angka pengangguran naik 1,1persen,

22



Grafik 1-4Tingkat Pengangguran Provinsl Lampung dan Naslonal
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Berdasarkan lokasinya (Tabel 1.7), perkotaan masih menjadi kantong

pengangguran ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,17

persen setara dengan 81,8 ribu orang. Sementara, pengangguran di perdesaantercatat 3,51

persen setara dengan 101,7 ribu orang, Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah

pengangguran di perkotaan bertambah sebanyak 11,8 ribu orang. Sejalan dengan itu,

jumlah pengangguran di perdesaan naik 32,2 ribu orang.Fenomena ini diduga berkaitan

dengan menurunnya akttvttas sektor pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi di

desa.

Tabell-7 Penpngguran Terbuka menurut Kota-Desa Provinsl Lampung. Februarl2015 - Februari
2016

Daerah Febuari 2015 Agustus 2015 Febuarl 2016

tempat
Absolut TPT Absolut TPT Absolut TPTtInggal
(000) (%) (000) (%) (000) (%)

Perkotaan 70,0 5,70 82,1 7,82 81,8 7,17

Perdesaan 69.5 2,45 114,8 4,12 101,7 3.51

Total 139,5 3,44 196,9 5,14 183,5 4,54
~-

Menurut sektor lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian (pertanian,

perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan

utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu 48,23 persen. Disusul dua lapangan

pekerjaan lain yakni berturut-turut perdagangan/rumah makan dan jasa akomodasi (19,47

persen) serta jasa kernasyarakatan/sosial dan perorangan (11,72 persen). Ketiga lapangan

usaha utarna tersebut rnenyerap lebih dari 75 persen tenaga kerja di Larnpung. Lapangan

usaha lain memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang dari 10 persen.
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Tabell-8 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dl Provlnsl Lampung,Februarl
2014 - 2016 (rlbu]

2014 2015 2016
Lapangan pekerjaan

Febuarl Aj:u.tu. Febuarl Aj:u.tu. Febuarl
Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Perburuan & 1885.3 1795,2 1847,9 1773,1 1859,3
Perikanan
Pertambangan dan 42,7 15,2 36,4 28,9 20,8Penggalian
Industri 313,8 292.2 372,6 331,4 375,4
Llstrlk, Gas danAirMinum 3,2 4,5 4.3 5,8 9,7
Konstruksi 136,6 182,9 206,6 222,9 181,2
Perdagangan, Rumah
Makan & [asaAkomodasi 756,1 662,8 724,3 685,6 750,6

Transportasi, Pergudangan
134,4 142,6 148,0 123,4 138,9& Komunikasi

Lembaga Keuangan, Real
Estate, Usaha Persewaan & 63,5 52,8 59,3 55,1 67,3
lasa perusahaan

[asa Kemasyarakatan,
518,5 525,0 521,7 409,0 451,6Soslal & Perorangan

Total 3824,2 3673,2 3921,2 3635,3 3854,8

Grafik1·5Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Kerja Utama
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Selama setahun terakhirterlihatada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut

latar belakang pendidikan. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi

[diploma/sarjana] tUTUn dari 15,61 persen menjadi 13,38 persen. Sebaliknya,

pengangguran yangmengenyam pendidikan rendah (SMP ke bawah) naiktUTUn dari 41,26
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persen menjadi 13,38 persen. Sementara pada penduduk yang bekerja terlihat adanya

sedikit penurunan papda pekerja yang berpendidikan rendah. Kondisi yan sarna dialami

oleh pekerja yang berpendidikan tinggi. Sementara pekerja yang berpendidikan SMA

[umum/kejuruan] mengalami peningkatan yakni dari 23,73 persen naik menjadi 24,76

persen.

Tabell·9 Komposisi Angkalan Kerja mennrul Pendidlkan Terllnggl yang D1tamatkan di Provlnsi
Lampung, Februarl2015 - Februarai 2016

Pendidikan Hekerja Penganggnran
Terllngglyang Feb Agt Feb Feb Agt Feb

Ditamatkan 2015 2015 2016 2015 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

<:SD 46.07 46,37 44,77 23,26 16,30 29.70

SMP 22,29 23,42 22M 18,00 19,80 18,88
SMAUmum 14,29 16,61 15,94 25,67 39,49 24,41

SMA Kejuruan 9M 7,14 8,82 17,46 15,57 13.63

Diploma1/11/111 2,34 1,89 2,00 3,86 2,28 1,35
Universitas 5,57 4,57 5,62 11,74 6,56 12,02

Total 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00

Kemiskinan

Data statistik pada Maret 2016 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Provinsi

Lampung sebesar 14,29 persen, meningkat 0,71 persen dibanding September 2015 sebesar

13,53 persen. Angka kemiskinan Lampung pada Maret 2016 tercatat masih lebih tinggi

dibandingkan dengan Indonesia yang tercatat 10,86 persen (Grafik 1.4). Tren penurunan

angka kemiskinan yang terjadi pada September 2015 kembali terkoreksi pada Maret 2016.

Angka kemiskinan kembali natk, meskipun jika dibandingkan kondisi Maret 2015 masih

lebih rendah. Sebaliknya pada tingkat nasional angka kemiskinan mengalami penurunan

menjadikan gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung kembali melebar.
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Graftk 1·6PersentasePendudukMiskin Provinsl Lampung dan Naslonal
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Perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan di mana 15,69 persen penduduknya

berkategori miskin, sedangkan di perkotaan penduduk miskinnya 10,53 persen (Tabel1.8).

Selama peri ode September 2015 - Maret 2016, baik perkotaan maupun perdesaan

mengalami kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin.

Tabell·10 Jumlah dan Persentase PendudukMiskin di ProvinslLampung menurut Daerah

[umlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin
Tahun (Rihu Jiwa)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa
2014 230,63 912,28 1.142,92 11,08 15,41 14,28

(Maret)
2014 (Sent'I 224,21 919;73 1.143,93 10,68 15,46 14,21

2015 233,27 930,22 1.163,49 10,94 15,56 14,35
fMaret)

2015 (Sept) 197,94 902,74 1.100,68 9,25 15,05 13,53
2016 233,39 936,21 1.169,60 10,53 15,69 14,29

[Maret1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode tiga tahun terakhir, IPM Provinsi Lampung terus mengalami

peningkatan dari 65,73 di tahun 2013 menjadt 66,95 di tahun 2015 (Grafik 1.5). Namun,

IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional. OIeh karenanya,

untukmemacu ketertinggalan tersebut Provinsi Lampung perlu melanjutkan program dan

kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai

prioritas pembangunan secara konsisten.
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Grallk 1·71PM ProVlnsl Lampung dan Indonesia
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Peningkatan IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota

(Tabel 1.9). Selama periode 2014 hingga 2015, seluruh kabupaten/ kota mengalami

peningkatan IPM. Pada periode in itercatat tigakabupatendengan kemajuan pembangunan

manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Lampung Selatan (2,31%). Kabupaten Mesuji

(1,83%), dan Kabupaten Pesawaran (1,62%). Kemajuan pembangunan manusi di

Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesawaran didorong oleh dimensi pendidikan,

sementara di Kabupaten Lampung Selatan lebih dikarenakan perbaikan standar hidup

layak.

Tabel Hllndeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota

Lam u Barat 63,54 64,54 1,57
ran us 62,67 63,54 1,58
Lam un Selatan 63,74 65.22 2,31
Lam un Tlmur 66,42 67,10 1,02
Lam un Ten h 67,07 67,61 0,81
Lam un Utara 64,89 65,20 0,49
Wa Kanan 64,32 65,18 1,34
Tulan Bawan 65,83 66,08 0,38
Pesawaran 61,70 62,70 1,62
Prln sewu 66,56 67,55 1,45
Mesu I 58,71 59,79 1,83
Tulan Bawan Barat 62,48 63,01 0,89
Pesislr Barat 59,76 60,55 1,32
Kola Bandar Lam ung 74,34 74,81 0,64
Kota Metro 74,98 75,10 0,16
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Nilai Tukar Petani

Tingkat daya beli petani di perdesaan terindikasi mengalami penurunan pada

triwulan I 2016. Penurunan daya beli terindikasi pada penurunan Nilai Tukar Petani NTP

pada periode laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya NTP pada triwulan I 2016

tercatat sebesar 103,3, menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 104,0. Hal

ini didorong oleh indeks yang diterima petani (It) tercatat tumbuh lebih rendah

dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (Ib).

Grallk 1-8Nllai Tukar Petani Provinsi Lampung
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Penurunan NTP utamanya disebabkan oleh penurunan subsektor padi dan palawija

dan NTP subesektor hortikultura yang rnasmg-masmg mengalami kontraksi -2,04 persen

[qtq) dan -1,30 persen [qtq], Penurunan NTP subesektor padi dan palawija tersebut sejalan

dengan penurunan harga Gabah Kering Panen (GKP) di Lampung hanya Rp 3.500/kg dan

harga Gabah Kering Giling (GKG) diharga Rp 4.000/kg harga tersebut tercatat lebih rendah

dari Harga Pembelian Pemerintah yang menetapkan GKP sebesar Rp 3.700/kg dan GKG

sebesar Rp 4.600/kg. Hal ini dikarekan adanya kelebihan pasokan beras saat panen raya

dan tata niaga perdagangan beras yang masih bersifat oligopoli. Sementara itu, subsektor

perkebunan dan subsektor perikanan tangkap masih mengalami peningkatan NTP.

Peningkatan terbesar dialami oleh sektor perkebunan yaitu 1,03 persen (qtq) dari 97,04

pada triwulan 12015 menjadi 98,05 pada triwulan pengamatan.

28



Craftk /·9 NllalTukar Petani Provlnsl Lampung dan Penyusunnya

114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90

-

_NfP

_Horti:u1tlD

-Petemalr.an
-Pet..,., BudiCiIyt

_TanPa,...1"I

-~nanRakyilt

-per*llWlTartlkap

Indeks yang diterima petani meningkat di semua subsektor, kecuali subsektor padi

dan palawija dan perikanan tangkap. Panen raya padi yang masih berlangsung hingga Mei

2016 yang menyebabkan pasokan melimpah penurunan harga, ditengarai akan menekan

indeks yang diterima petani di subsektor padi dan palawija. Selanjutnya, peningkatan

terbesar indeks yang diterima petani berasal dari subsektro perkebunan serta subsektor

perikanan budidaya. Peningkatan indeks yang diterima petani di subsektor perkebunan

lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan indeks yang dibayar sehingga subsektor

tersebut ini, NTP nya tercatat naik. 1ndeks yang dibayar petani di semua subsektor

mengalami peningkatan. Kenaikan terbesar pada triwulan I 2016 berasal dari subsektor

perikanan tangkap dan subsektor padi dan palawija.
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1.3.8. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 tercatat sebesar

5.05% (yoy), lebih rendah jika dibanding dengan lriwulan IV 2015 yang sebesar 5,33%.

Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4.92% (yoy) pada periode pengamatan yang

sarna. Hingga [uni 2016, inllasi gabungan Provinsi Lampung tercatat 3,15% (sumber:

publikasi BI) merupakan kondisi yang cukup mendukung stabilitas ekonomi Lampung di

tahun 2016. Namun, perekonomian daerah masih menghadapi tantangan yang berasal dari

lingkungan eksternaI maupun internal.

Di sisi eksternal, pada tataran global terdapat risiko ketidakpastian ekonomi dan

lambannya perbaikan harga komoditas pada pasar internasional akan berdampak pada

aktivitas ekspor dari komoditas dan produk daerah. Lebih lanjut, Lampung sebagai bagian

dari aktivitas perekonomian nasional juga memiliki sejumlah keterbatasan dalam hal

pengendalian kebijakan fiskal dan moneter yang notabene dapat berdampak terhadap

kondisi perekonomian daerah secara umum.SeIain faktor-faktor ekonomi global dan

nasional, masih terdapat ekternalitas yang berasal dari faktor-faktor nonekonomi yang

dapat mempengaruhi perekonomian daerah, mtsal: stabilitas keamanan inremastonal,
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faktor cuaca dan iklim, risiko bencana asap regional (kebakaran hutan dan lahan),

sinkronisasi regulasi pusat dan daerah; secara langsung atau tak langsung akan berdampak

terhadap kinerja ekonomi daerah.

DI sisi internal, tantangan terhadap permasalahan ekonomi daerah yang masih

terus mengemuka setiap tahun, diantaranya: peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan

laju inllasi yang terkendali, peningkatan kualitas infrastruktur daerah, mengurangi

pengangguran dan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah,

meningkatkan investasi dan ekspor, pengembangan potensi ekononu daerah yang belum

optimal, memperkuat kemandirian fiskal, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan.

Prospek Perekonomian Daerah

Sepanjang 2016, kondisi perekonomian Lampung diprediksi dapat tumbuh lebih

baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai bagian dari sistem perekonomian yang

terbuka, prospek perekonomian Provinsi Lampung di tahun 2016 tidak akan terlepas dari

kinerja perekonomian yang terjadi pada tataran ekonomi nasional maupun global.

Beberapa faktor yang dapat mendorong pertumhuhan, antara lain:

Di sisi permintaan, perekonomian Lampung diperkirakan masih didominasi oleh

konsumsi rumah tangga. Untuk mendukung konsumsi tersebut, Pemerintah Provinsi

Lampung bersama stakeholderterkait terus berupaya untuk mernpertahankan aspek daya

beli masyarakat melalui serangkaian koordinasi dan aksi menjaga stabilitas tingkat harga

barang pokok sekaligus implementasi program/kegiatan pembangunan dalam rangka

mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum

Sarna halnya dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah diharapkan

dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Ditengah lambannya pertumbuhan

ekonoml, realisasi belanja pemerintah yang mencakup belanja barang/iasa dan belanja

modal dalam rangka membiayai program-fkegiatan akan menjadi faktor pendorong yang

sigmftkan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Adanya percepatan proyek besar Pemerintah maupun swasta dalam bidang

infrastruktur baik jalan tol Trans Sumatera, pembangunan dan pernellharaan jalan daerah,
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pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pembangkit Iistrik,

pembangunan dan perluasan dermaga di pelabuhan Bakauheni, perluasan Bandara Radin

lntan II serta pembangunan kawasan pariwisata diperkirakan mampu mentngkatkan iklim

investasi baik investasi asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) di Provinsi Lampung.

Meskipun terbatas, mulai membaiknya harga komoditas dipasar intemasional

diharapkan dapat mendukung kegairahan kegiatan ekspor dl daerah, Sementara,

berjalannya kegiatan impor diharapkan tetap memberi dukungan terhadap realisasi

kegiatan pada selttor industri dan konstruksi, sehingga berdampak positif terhadap

perekonomian daerah.

DI slsl penawaran, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung diperkirakan

masih didorong oleh kinerja 3 (tiga) sektor utama, yaitu: sektor pertanian, perikanan, dan

kehutanan; sektor industri pengolahan: dan sektor perdagangan besarjeceran - reparasi

mobilj sepeda motor.

Berlangsungnya periode panen raya padi pada triwulan II 2016 diperkirakan

menjadi pendorong utama pertumbuhan dl sektor pertanian. Selanjunya, adanya UPSUS

(upaya khusus) untuk mencapai target penambahan produksi 350.000 GKG pada tahun

2016 melalui pengembangan jaringan irigasi pertanian di lahan sawah OIDES, JITUT):

pembuatan embung dan cek dam guna meningkatkan IP lahan kertng di pertanaman

palawija/sayuran: gerakan pengembangan pengelolaan tanaman terpadu (GPP'IT) berbasis

padi hibrida dan aplikasi transplenter serta optimasi pemanfaatan sumber air permukaan

(pompanisasi) turut mendorong peningkatan kinerja di sektor pertanian, perikanan, dan

kehutanan. Selain itu, sebagal upaya untuk meningkatkan produksi gabah, Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung melalui Dlnas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga

berencana untuk melakukan cetak sawah baru seluas 15.260 ha dengan pencetakan sawah

baru, Pemerintah Pusat juga berkontrlbusi dalam rangka meningkatkan produksi gabah

dengan memberikan alokasi pupuk bersubsidi yang mengalami peningkatan sebesar 9,49%

(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, meningkatnya NTP di sektor

perikanan memberi peluang dan daya tarik guna pengembangan usaha perikanan

masyarakat nelayan maupun budidaya perikanan. Dengan adanya serangkain upaya
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tersebut diperkirakan bahwa kinerja sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan akan

mengalami peningkatan padatahun 2016.

Sektor industri pengolahan juga diperkirakan akan tumbuh meningkat. Kondisi

tersebut ditunjukan oleh hasil SKDU [Survei Kegiatan Dunia Usaha) yang dilakukan oleh

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dimana perkiraan kegiatan usaha di

sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yaitu dari 0,47% pada triwulan I 2016

menjadi 3,68% pada triwulan II 2016. Meningkatnya kinerjadi sektor industri pengolahan

diperkirakan sejalan dengan meningkatnya konsumsi rurnah tangga. Selaln itu, rnasih

adanya peluang dan permintaan dari negara mitra dagang internasionalyang diperkirakan

turut mendorongpeningkatan kinerjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2016.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparast mobil dan sepeda motor

diperkirakan terus membaik pada 2016. Membaiknya perekonomian global meskipun

masih terbatas serta masih adanya permintaan rnitra dagang dunia diharapkan dapat

mendorong peningkatan kinerja di seketor perdagangan. Selanjutnya wq adaya beberapa

kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan rencana penurunan TDL, harga BBM yang

cenderung stabil, serta penurunan tarif penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni rata­

rata sebesar 3% jugadiperkirakan dapat mendorong kinerjadisektor perdagangan. Selain

ttu, peningkatan kinerja di sektor perdagangan juga diperkirakan didorong oleh adanya

perbaikan didorong oleh adanya perbaikan infrastruktur berupa perbaikan jalan serta

pembangunandan optimalisai dermagadi pelabuhan.

1.3.9. Perubahan Asumsl Makro dalam Rancangan Perubahan RKPD 2016

Meninjau perkembangan terkini dari perekonomian nasional dan daerah yang telah

diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tantangan dan prospekserta berbagai

kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, maka dipandang perlu untuk dilakukan

penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar rnakro ekonomi daerah tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Larnpung mengajukan rancangan

psrubahan atas asurnsi dasar rnakro ekonorni tahun 2016,sebagaiberikut:

Meskipun tidak sekuat perkiraan awal,ekonorni Larnpung tahun 2016 diperkirakan

akan membaik dibanding tahun sebelumnya dan tumbuh sekitar 5,2-5,5 persen. Asumsi
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tersebut lebih rendah dari asumsi APBD tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya

yang sebesar 5,3 - 5,6persen,

Laju intlasi berada pada kisaran 4,0 ± 1,0 persen. Besaran tersebut tentunya akan

terpengaruh oleh perkembangan situasi ekonomi global dan nasional. Melalui sinergi serta

koordinast antara Pemerintah Daerah bersama lembaga/instansi dan stake holder terkait,

diharapkan dapat mengawal stabilitas target inflasi tersebut sepanjang tahun 2016.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi yang telah dilakukan antara

Pemerintah Provinsl Lampung bersarna dengan pemangku kepentingan terkait, asumst­

asumsi makro ekonomi tahun 2016 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabell-12 Perubahao Asumsllodlkator Makro Ekonoml ProVinsl Lampoog Tahoo 2016

Proyeksl
Proyeksl

INDIKATOR MAKRO Perubahan AFBDAPPD 2016 2016
1 Pertumbuhan Ekonomi (%J 5,3 5,6 5,2 - 5,5

2 Tingkat Inftasi (%) 4±1 4±1

3 Persentase PendudukMlskin (%) 14.0 13,2

4 Tlngkat Pengangguran Terbuka (%) 4,0- 4,5 4,0-4,5

5 Indeks PembangunanManusia /IPM 67-68 67-68

6 Pertumbuhan lnvestast(PMTB) (%) 4-5 5-6

7 Pertumbuhan Ekspor (%) 6 .2,5

B Pertumbuhan SektnrPertlnlan (%) .5 3,5-4,5

9 Pertumbuhan SektnrIndustrl (%1 .6 .6
10 Nilal Tukar PetaniI NTP 104 104

11 Tingkat Kemantlpan[alan Provtnsl(%) 70 70

12 Pertumbuhan PendapatanAsli Daerahl PAD (%) 2,4 - 5,0 4-7

1.3.10. Kerangka Pokok Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Lampung, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak

terpisahkan dart slstem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan

indikator ekonomi makro global dan nasional, kerangka kebijakan keuangan negara pada

Perubahan APBN T.A. 2016 serta rancangan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro Provinsi
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Lampung sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 1.3.9; Pemerintah Provmsi Lampung

juga melakukan penyesuaian dalam menyusun kerangka pokok keuangan daerah yang

akan disampaikan pada PerubahanAPBD Provinsi Lampung TA. 2016, sebagaiberikut:

Tabell·13 Keraagka Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Provlnsl LampungTA2016

URAJAN APBD2016 PERUBAHAN APBD
TAMBAUjKURANG2016

PENDAPATAN 5,350,902.785.048.00 5,795,907,142,160.61 445,O04,357,112.61

PEND.p>ATAN ASLl 2,#6,043,677,948.00 2,709,699,673,188.61 263,655,995,240.61
DAERAR

1 Hasil PajakDaerah 2,199,300,000,000.00 2,439,800,000,000.00 240,500,000,000.00

2 HasU RetnbustDaerah 9,880,079,120.00 6,852,424,000,00 (3.027,655,120.001

HasU Pengelolaan 26.980,638,828.00 26,980,638,828.00 -

3 Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

4
Lain-Lain PAD yang 209,882,960,000.00 236,066,610,360.61 26,183,650.360.61
Sah

DANA PERIMBANGAN 2,835,150,963,100.00 3,017,790,276,972.00 182,639,313,872.00

1 Dana Baei Hasil Paiak 156,586,924.000.00 146656,997,400.00 (9,929,926,600.001

2 Dana Bagi Hasil Buksn 57,317,167,100.00 38,289,295,000.00 (19,027,872,100.00)
Pajak

3 Dana Alokasi Umum 1,321,679,032,000.00 1,082,370,229,572.00 (239,308,802,428.00)

4 Dana Alokasi Khusus 285,202,480,000,00 354,515,475,000.00 69,312,995000,00

5
Dana Alokasi Khusus 1,014,365,360,000.00 1,395,958,280,000.00 381,592,920,000.00
P3k2

LAIN·WN 69,70B,l44,OOO.OO 68,411,192,000.00 (1,290,952,000,00)
PENDAPATAN
DAERAHYANGSAH

1 PendapatanHibah 18,683,000000.00 17,584,048,000.00 U,098.952,000.00)

2
Dana Penyesuaian dan 40,863,144,000.00 40,671,144,000.00 (192,000,000.00)
Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan 10,162,000,000.00 10,162,000,000.00
3 dari Pemerintah -

Daerah Lainnva
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BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN SEMESTER I

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan dokumen

penjabaran dan implementasi dart dokumen Rencana Pembangunan [angka Menengah

Daerah (RPJMD) 2015-2019. Oleh karenanya berdasarkan RKPD Tahun 2016, telah

disusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah serta

target tahunan program dan kegiatan. Dukungan program dan kegiatan terse but

dijabarkan sesuai dengan misi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi

Lampung Tahun2015 - 2019, sebagai berikut:

1. Misl I: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Mempel'kuat Kemandtrlan

Daerah, Dilaksanakan oleh 24 SKPD, dengan alokasi Anggaran Rp163.948.074.070,-.

yang dilaksanakan melalui 91 program dan 651 kegiatan,

2. Mis! II: Meningkatkan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonom! dan

Pelayanan SosiaI. Dilaksanakan oleh 13 SKPD, dengan alokasi Anggaran

Rp1.02B.455.354.900.-.yang dilaksanakan melalui 49 program dan 327 kegiatan.

3. M!si III: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesebatan, Budaya Masyarakat dan

Toleranst Kehidupan Beragama, Dilaksanakan oleh 20 SKPD. dengan alokasi

Anggaran Rp700.781.B49.400.-. yang dilaksanakan melalui 91 program dan 410

kegiatan.

4. Misl IV: Meningkatkan Pelestarlan Sumber Daya Alam dan Kuditas Lingkungan

yang Bel'kelanjutan. Dilaksanakan oleh B SKPD. dengan alokasi Anggaran

Rp23.69B.476.000,-.yang dilaksanakan melalui 30 program dan 104 kegiatan.

5. Misi V: Menegakkan Supremasl Hukum, Membanggunan Peradaban Demokrasi,

dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Balk. Dilaksanakan oleh 37

SKPD. dengan alokasi Anggaran Rp312.560.618.630.-. yang dilaksanakan rnelalui 86

program dan 829 kegiatan.
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Sesuai hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 yang

diimplementasikan rnelalui APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, realisasi

pelaksanaan anggaran pada masing-masing SKPD hingga bulan [unt 2016 disajikan sebagai

berikut:

TabellH ReaUsasl Be1anla Langsnng sampaldeDgan IIID12016

Anggaran
No SKPD Belanja Laogsung Realisasi Belanja Langsong

(BL) (Rp) (%)
1 2 3 4 5

1 BiroTata Pemerintahan Umum 2,250,000,000.00 1,127,422,780.00 50.11%

2 BiroOtonomiDaerah 3,000,000,000.00 1,636,279,478.00 54.54%

3 Biro Hukum 2,250,000,000.00 664,152,450.00 29.52%

4 Biro Perekonomian 2.250.000.000.00 1,036,554,460.00 46.07%

5
BiroAdministrasi

2,650.000,000.00 956,696,177.00 36.10%
Pembangunan Daerah

6 Biro BinaSosial 1,700.000,000.00 856.393,650.00 50.38%

7 Biro Bina Mental 44,BOO,OOO,OOO.OO 14,917,3B8,020.00 33.30%

6 BiroUmum 49,500,000,000.00 34,742,322,555.00 70.19%

9 Biro Humas daan Protokol 6,500,000,000.00 3,943,454,241.00 60.67%

10 Biro Keuangan 13,984,000,000.00 3,913,640,353.00 27.99%

11
Biro Perlengkapan dan Aset 34,544,500,000,00 11,519,944,695.00 33.35%
Daerah

12 Biro Organisasi 3.810,000,000.00 674,724,350.00 17.71%

13 Sekretariat DPRD 85,000,000,000.00 46,988,051,507.00 55.28%

14 Inspektorat Provtnsl 6,000,000,000.00 2,317,755,101.00 38,63%

15
Badan Perencanaan

14,700,000,000.00 5,131,494,383.00 34,91%
Pembangunan Daerah
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Anggaran
--

No SKPD Belanja Langsung Reallsasi Belanja Langsung
(BL) (Rp) (0/0)

16
BadanKesatuan Bangsa dan

5,200,000,000.00 1.820,803,415.00 35.02%PolitikDaerah

17
BadanPeneUtian dan

6,000,000,000.00 2.015.431,444.00 33.59%Pengernbangan Inovasl Daerah

18 BadanPengelolaan Lingkungan
6,214,500,000.00 1.605,765.178.00 25.84%HidupDaerah

19
Badan Ketahanan Pangan

6,500,000,000.00 2.100,208,627.00 32.31%
Daerah

Badan Penanaman Modal dan
20 Pelayanan PerizinanTerpadu 5,200,000,000.00 2,982,823,490.00 57.36%

Daerah
f------

21
BadanPerpustakaanArsip dan

3.900.000,000.00 1,605,076,514.00 41.16%Dokurnentasi Daerah

Badan Pemberdayaan
22 Masyarakat dan Pemerintahan 9.750.000,000.00 3,470,959,692.00 35.60%

Desa

23 BadanKepegawaian Daerah 7,716,305,000.00 2,858,969,481.00 37.05%

BadanPendidikan dan'Latihan
,

24
Daerah

12,641,137,500.00 7,493,004.446.00 59.27%

Badan Pernberdayaan
25 Perernpuan dan Perlindungan 8,000,000,000.00 3,010,427,017.00 37.63%

Anak

26
KantorSatuan Polisi Parnong

25,910,000,000.00 10,330,588,279.00 39.87%
Praia

27 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 302,900,960,000.00 75,144,713,027.00 24.810/0

28 Rumah SakitJiwa 18,710,530,000.00 7,326,606,083.00 39.16%

29 KantorSandi 1,000,000,000.00 343,286.195.00 34.33%

30
Dinas Pendidikan dan

160,326,000,000.00 29,384,388,154.00 18.33%
Kebudayaan

31 Dinas Pemudadan OIah Raga 7,200,000,000.00 2,379,011,449.00 33.04%
f-- .

32 Dinas Kesehatan 138,810,000,000.00 16,417,251,079.00 11.83%
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Anggaran

No SKPD Belanja tangsung Rea1isasi DelanjaLangsung

(BL) (Rp) ("Al)

33 Dinas Sosial 10,250,000,000.00 3,661,600,869.00 35.72%

34
Dinas Tenaga Kerja dan

8,200,000.000.00 2,501,491.463.00 30.51%Transmigrasi

35 Dinas Perhubungan 66,625,000,000.00 I 3,555,502,157.00 5.34%

36
Dinas Komunikasi dan

10,930,000.000.00 4,905,043,646.00 44.88%Informatika

37
Dinas Pariwisatadan Ekunomi

16,700,000.000.00 4,765,565,100.00 28.54%Kreatif

38 Dinas Bina Marga 588,248,862,500.00 104,815,342,316.00 17.82%

39
Dinas Pengairan dan

340.824,680.000.00 79,012,545,881.00 23.18%Permukiman

40
Dinas Koperasi dan Usaha

4,568.000.000.00 1,882.737.595.00 41.22%Mikro, Kecil, Menengah

41 Dinas Perindustrian 5,197,000,000.00 2.621,125,504.00 50.44%

42 Dinas Perdagangan 4.975,000,000.00 1.951,433,841.00 39.22%

43
Dinas PertanlanTanaman

17.900,000,000.00 3,938.988.601.00 22.01%Pangan dan Hortikultura

44 Dinas Perkebunan
I

6.800,000,000.00 2,228.010.723.00 32.76%

45
Dinas Peternakan dan

9,620.000.000.00 2,056.605.883.00 21.38%Kesehatan Hewan

46 Dinas Kelautan dan Perikanan 25,383,000.000.00 11,330.535.262.00 44.64%

47 Dinas Kehutanan 10,111,820.000.00 2,503,619,338.00 24.76%

48
Dinas Pertambangan dan

30,100,000.000.00 2.662.726,159.00 8.85%Energi

49 Dinas Pendapatan Daerah 24.830.500,000.00 9.818,025,263.00 39.54%

SekretariatBadan Koordinasi
50 Penyuluh Pertanian, Perikanan 8,700.000,000.00 2,835.733.763.00 32.59%

dan Kehutanan
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Anggaran
No SKPD Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung

(OL) (Rp) (%)

51 Pelaksana Badan 15,262,578,000.00 2,906,371,066.00 19.04%Penanggulangan Bencana

52 Sekretartat opp Korpri 2.500.000.000 1.616.601.416 64.67%

Badan Perwakilan Pemerintah
53 Daerah Prnvinsi Lampung di 17,300,000,000.00 7,897,430,332.00 45.65%

Jakarta

54 Sekretarial Komisi Penyiaran 3,000,000,000.00 1.601,348,457.00 53.38%Indonesia Daerah

55 Unit Layanan Pengadaan 2,500,000,000.00 748,656,100.00 29.95%Barang/lasa Daerah

Jumlah Belanja Langsung 2,229,444,373,000.00 562,533,028,707.00 25.23%

Tabel 11-1 menunjukkan hingga [uni 2016 realisasi anggaran belanja langsung

mencapai Rp562.533.026.707 atau setara 25,23 persen dari total anggaran belanja.

Serapan anggaran belanja langsung terendah ada di Dinas Perhubunganyaitu 5,34persen,

sedangkan serapan tertinggioleh BiroUmum yangmencapai 70,19persen.

Terdapat 11 Perangkat Daerah yang memiliki serapan di atas 50 persen yaitu Biro

Tata Pemerintahan Umum, Biro Bina Sosial, Dinas Perindustrian, Sekretariat Komisi

Penytaran Daerah, Biro Otonomi Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, Badan Pendidikan dan Latihan Daerah, Biro Humas

dan Protokol, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, dan Biro Umum.

Di sisi lain, dari total 55 Perangkat Daerah masih terdapat 12 Perangkat Daerah

yang memiliki serapan anggaran di bawah rata-rata realisasi (25,23 persen) Belanja

Langsung antara lain: Dinas Perhubungan, Dlnas Pertambangan dan Energi, Dinas

Kasehatan, Biro Organisasi, Dinas Dina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pengairan dan Permukiman, Dinas

Kehutanan, dan RSUD dr. H. Abdul Moeloek
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Agar pelaksanaan dalam sisa waktu dapat tercapai sesuai dengan target, maka

direkornendasikan untuk dilakukan langkah-langkah, yaitu:

1. Rasionalisasi dan penataan kegiatan, sehingga alokasi anggaran yang akan

dilaksanakan dapat sesuai dengan target output yang ditetapkan,

2. Penjadwalan ulang Rencana Operasional untuk menyesuaikan dengan sisa waktu

pelaksanaan, hal ini agar psngawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan sisa

waktu efektif.

3. Percepatan perlaksanaan pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tanpa

mengurangi kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan.
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BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Mencermati capaian pembangunan yang diperoleh hingga pertengahan tahun 2016

dan perkiraan pencapaian hasil pernbangunan pada akhir tahun 2016, serta

mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi sepanjang

tahun 2016; maka perpaduan berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan dalam

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

3.1. Sinkronisasi Program dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan target capaian pembangunan daerah yang bersinergi

dengan target pernbangunan nasional: arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung

masih rnengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 yang telah ditetapkan, yakni

"Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan PubJik untuk Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas" yang ditempuh melalui 6 (delapan) jalur

prioritas pernbangunan, sebagai berikut: (1) Memantapkan kualitas infrastruktur untuk

mendukung pengembangan wilayah; (2) Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk

mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; (3) Meningkatkan keberdayaan

masyarakat untuk memperluas kesempetan kerja dan mengurangi kernisklnan: (4)

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (5)

Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur; (6)

Mendukung stahilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan pertzlnan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif; (7) Mengembangkan tndustri, pariwisata dan
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ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM; dan (8)

Memantapkan pengelolaan sumber daya alarn yang berkelanjutan dan meningkatkan

kesiagaan penanggulangan bencana.

Secara garis besar, keseluruhan prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada

pencapaian sasaran makro pembangunan sesuai dengan asumsi-asumsi dasar yang telah

dirancang pada Subbab 1.3.9.

Adapun rekapitulasi program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah

disajikan pada tabel berikut:

Tabellll·1 Rekap RKPD Perubahan Per Pr1or1tas Provtns' Tahun 2016 ProYlnsl Lampung

Dinas Bina Marga 10'1 558,249,868,480

Program Pembangunan [alan dan 46 339,370,927,550

Jembatan

Program rehabilitasijpemeliharaan [alan 40 162,502,688,870

dan Jembatan

Program Pembangunan sistern 2 2,282,100.000

Inforrnasijdatabase jalan dan jembatan
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Program peningkatan sarana dan 6 9,481,142,600
prasarana kebinamargaan

Program Pembangunan SaluranDrainase 2 11,296,320,460
/ Gorong-Gorong

Program InspeksiKondtsi lalan dan 5 1,460,488,000
[embatan

ProgramPembinaan jasa Konstruksi 5 2,279,200,000

Pembangunan jalan-jalan Strategis 3 29,577,001,000

Dlnas Pengairan dan Pemukiman 37 73,040,377,400
Program pengembangan dan 10 15,058,707,200
pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan
jaringanpengairan lain nya

Program pengembangan, pengelolaan 9 27,827,672,200
dankonservasi sungal, danau dan
sumber dayaair lainnya

Program pengendalian banjir 5 8,763,992,000

Program pengembangan wilayah 3 7,989,000,000
strategis dan cepat tumbuh

ProgramPembangunan Infrastruktur 4 5,738,500,000
Pedesaan

Program Pengembangan Perumahan 4 1,231,506,000
Program Llngkungan Sehat Perumahan 2 6,431,000,000

Badan PerencanaaD Pembangunan 10 1,946.599,000
Daerah
Program PerencanaanTata Ruang 1 729,0701.000
Program Pengembangan data/informasi 5 606,525.000

PenguatanJoringan dan Program 1 325,000.000
KoordinasiPerencanaan

Pengembangan dan Fasilltasl Kebijakan 1 36.000.000
Pembangunan Daerah

Pengembangan Dokumen Perencanaan 2 250,000.000
Pembangunan Daerah

DinasPerhubungaD 23 55,500,993,000

ProgramPembangunan Prasarana dan 9 2,662,550,000
Fasilltas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2 96,000.000
Prasarana dan FasUitas LLAJ

Programpeningkatanpelayanan
~

10 2,671,443,000
angkutan
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Program Pembangunan Sarana dan 1 50,000,000,000
Prasarana Perhubungan

Program Antisipasi dan Pengendalian 1 71,000,000
Keadaan Rescue"

Badan Pengelolaan Lingkungan Hldup 19 3,509,398,000
Daerab

Program Pengembangan Kinerja 1 105,000,000
Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan 10 2,312,398,000
PerusakanL.ingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi 1 173,000,000
SumberDaya AJam

Program Rebabllitasi dan Pemulihan 2 492,000,000
Cadangan Sumber daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses 4 384,000,000
Informasl SumberDaya Alam dan
L.ingkungan Hidup

Pengembangan Sumber-sumber 1 43,000,000
Alternatlf Pendanaan Lingkungan

Dinas Pemuda dan OIahraga 1 64,000,000

Program Peningkatan Saranadan 1 64,000,000
Prasarana Olahraga

BIroBlna Mental 4, 620,830,000

Program penlngkatan koordinasi sumber 1 100,000,000
dayapendidikan

Program Kepemudaan, Keolalahragaan 1 280,830,000
dan Kepramukaan

Program Peningkatan Pengembangan 1 140,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Biro

Program Pemberdayaan Kelembagaan 1 100,000,000
Kesejaheraan Sosial Keagamaan

Dina~ Pertanian Tanaman Pangan & 15 4,446,650,000
Hortikultura

Program peningkatan penerapan 12 3,801,823,000
teknologi pertanianjperkebunan

Program penlngkatan produksi 3 644,827,000
pertanian/perkebunan

Dinas Pertambangan dan Energi 2 15,095,075,000
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Programpembinaandan pengembangan 2 15,095,075,000
bidangketenagalistrikan

Dinas Kelautan dan Perlkanan 1 4,093,000,000

Programpengembangan perikanan 1 4,093,000,000
tangkap
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Badan Perencanaan Pembangunan 8 1,056,625,000
Daerah
ProgramPengembangan data/informasi 2 287.625,000

Programperencanaanpembangunan 2 61,000,000
daerah Tahunan

Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan 4 708,000,000
Pembangunan Daerah

Biro Blna Mental 2 2,664,495,000

ProgramPeningkatan Pengembangan 1 115.000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Biro

ProgramPemberdayaan Kelembagaan 1 2,549,495,000
Kesejaheraan Sosial Keagamaan

Biro Otonomi Daerah 1 40,000,000

Programpeningkatankapasitas lembaga 1 40,000.000
perwakilanrakyat daerah

Biro Perekonomian 5 445,500,000

Program Peningkatan Keseiahteraan 3 219,500,000
Petani

ProgramPeningkatan Produksi, 1 76,000,000
Produksivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan

ProgramKerjasama Bidang Pendidikan 1 150,000,000
dan Pengembangan Badan usaha Milik
Rakyat (BUMRa)

Sekretariat Badan Koordinasi 24 5,639,037,000
Penyuluban Pertanlan, Perikanan dan
Kebutanan
ProgramPengendalian Evaluasi 2 101.500.000
Perencanaandan Monitoring Penyuluan
Pertanian, Perikanandan Kehutanan
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Program Pengembangan dan 528,250,000
Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan
Petan! ----------
Program Pengembangan Jejaring 6 973,465,000
Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan
Agribisnls Pertanian. Perikanan dan
Kehutanan

Program Penataan, Penguatan dan 5 3,263,642,000
Pengembangan Kelembagaan

Program Peningkatan dan 6 772,180,000
Pengembangan Sistem Penyelenggaraan
Pen luhan
8adan Ketabanan Pangan Daerab 31 4,375,466,750

Peningktan Diversillkasi dan 31 4,375,466,750
Peningkatan Kstahanan Pangan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan & 24 4,822,881,400
Hortikultura

Program Peningkatan Pemasaran Hasil 5 354,000,000
Produksi Pertanian/Perkebunan

Program peningkatan penerapan 6 1,973,557,000
teknologi pertanlan/perkebunan

Program peningkatan produksi 9 1,839,452,000
pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Pelayanan M.utu 4 655,872,400

Dinas Peternakan dan Kesebatan 28 6,449,879,925
Hewan
Program Peningkatan Kesejahteraan 3 465,722,000
Petant

Programpencegahan dan 6 413,441,100
penanggulangan penyakitternak

Program peningkatan produksi hasil 10 4,615,316,000
peternakan

Program peningkatan pemasaran hasil 6 521,341,025
produksi peternakan

Program peningkatan penerapan 2 402,254,000
teknologi peternakan

Program peningkatan konsumsi pangan 1 31,805,800
Hewani yangaman, sehat, utuh dan Halal
(ASUH)

Dinas Keiautan dan Perikanan 40 13,226,332,300
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1,756,217,SOO2Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan

Program pengembangan budidaya 17 4,446,185,300
perikanan

Program pengembangan perikanan 12 6,688,452,000
tangkap

Program optimalisasi pengelolaan dan 10 1,325,195,000
pemasaranproduksiperikanan

Program Pengembangan Slstern 1 766,500,000
lnformasl Kelautan danPerikanan

Dinas Perdagangan 35 2,453,820,000
Program Standarisasi dan Perlindungan 6 235,500,000
Konsumen

Program Peningkatan dan 6 462,770,000
Pengembangan Perdagangan Dalam
Ne eri
Program Peningkatan dan 6 249,750,000
Pengembangan Kallbrast danTertib
Ukur
Program Peningkatan Distrlbusi dan 6 681.700,000
Pernasaran Komoditi Provinsi Lampung

Program Peningkatan dan 5 588,500,000
Pengernbangan Perdagangan Luar Negeri

Program Pengembangan dan 6 235,600,000
Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian
Mutu Baran

3.. .s'iM~\\f~~~~!'¥~~~~

Pengembangan 5eni Budaya Lampung 2 1,756,217,500
Dlnas Pengairan dan Pemuklman 18 249,039,325,100

Program pengembangan dan
pengelolaan [armgan irigasi, rawa dan
jaringanpengairanlainnya

1 164,100,000,000

Program Lingkungan SehalPerumahan 7 19,078,978,300
Program Prasaranadan Sarana
Bangunan Gedung dan Lingkungan

5 63,232,501,200

Program Perencanaan Tata Ruang 4 1.647,020,000
Program Pengembangan Data/lnformasi 1 980,825,600

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

8 942,616,365
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Program peningkatan kapasitas 1 99,143,000
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan 1 50,000,000
daerah Tahunan

Penguatan [artngan dan Program 2 448,500,000
Koordinasi Perencanaan

Pernantauan dan Evaluasi Pelaksana 1 85,000,000
Pembangunan Daerah

Pengembangan Dokumen Perencanaan 2 161,773,365
Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas 1 98,200,000
Kelembagaan

Badan Pemberdayaan Perempnan & .. 1,988,665,000
Perlindungan AnakDaerah

Program Peningkatan Pemberdayaan Z 1,677,140,000
Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan

Program Penlngkatan Kualitas Hidup 1 213,125,000
dan Perlindungan Perempuan danAnak

Program Peningkatan Peranserta dan 1 98,400,000
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

DinasSosial 34 10,074,694,500

Program Pelayanan Administrasi 13 971,900,000
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan 3 65,000,000
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 4 121,160,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1 324,714,500
Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan anak terlantar 4 4,458,520,000
Program pembtnaan par. panyandang 2 1.331,300,000
cacatdan trauma

Program pembinaan pantiasuhan/ pantt 1 1,469,100,000
Iornpo

Program pembinaan ekspenyandang 2 908,000,000
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkobadan penyakit sosiallainnya)
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ProgramPemberdayaan Kelembagaan 375,000,000
Kesejahteraan Sosial

ProgramKeJuarga Harapan 1 50,000,000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 31 18,524,298,300

1 0
ProgramPeningkatan Kualitas dan 10 16,270,576,000
Produktivitas Tenaga Kerja Melalui
Pelatihan dan Pemagangan
----

ProgramPentngkatan Kesempatan Kerja 2 261,200,000
ProgramPengembangan Kewirusahaan 1 122,180.000
ProgramPengembangan data dan 3 259,435,100
informasi

ProgramPengembangan Hubungan 1 281,500,000
Industrial

ProgramPerlindungan dan 2 188,440,000
Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketena ke iaan
ProgramPembinaan dan Pengujian K3 2 384,680,000

ProgramPengembangan Masyarakat 3 262,500,000
melalui Transmigrasi

ProgramPengembangan Museum 3 272,170,000
Transmigrasi menjadi Pusat Layanan
lnforrnasl, Edukast dan Sejarah
Ketransmigrasian

Program Pengembangan Kawasan KTM 3 221,617,200
Dinas Pemuda dan Olahraga 1 46,590,000
Programpeningkatan peran serta 1 46,590,000
kepemudaan

Biro Bina Mental 6 500,000,000

ProgramPengembangan SumberDaya 4 250,000,000
Manusia Aparatur

ProgramPeningkatan Apresiasi 2 250,000,000
Terhadap Kesenian dan Budaya

Biro Bina 50sial 1 388,000,000
ProgramPemberdayaan Kelembagaan 1 388,000,000
Kesejahteraan Soslal

Biro Perekonomian 2 103,400,000

ProgramKoordinasi Pembangunan 1 28,400,000
Ekonomi dan Kemitraan
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ProgramKerjasama Bidang Pendidikan
dan Pengembangan Badan usaha Milik
Rakyat(BUMRa)

Badan Pemberdayaan Masyarakat 15 6.505.748,000
dan Pemerintaban Desa

ProgramPeningkatan Keberdayaan 3 3,B37,OOO,OOO
Masyarakat Pedesaan

Programpengembangan lembaga 3 225,000,000
ekonomipedesaan

Programpeningkatan partisipasi 3 563,360,000
masyarakatdalammembangun desa

PROGRAM PEMBINAAN, 2 1,256,100,000
PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN
DESA,ADMINISTRASI DAN
KELEMBAGAAN DESA
PROGRAM PEMANTAPAN KOORDlNASI 2 320,788,000
PROG. KHUSUS L1NTAS SEKTORAL

PROGRAM PENGEMBANGAN, 2 303,500,000
PENERAPAN & PEME. TIG, SDA, DAN LH

Dinas Pertanian Tanaman Pangan & 3 2.02.,500,000
Hortikultura

ProgramPeningkatan PemasaranHasil 1 53,000,000
Produksi Pertanian/Perkebunan

Program peningkatan penerapan 1 100,000,000
teknologi pertanlan/perkebunan

Programpeningkatan produksi 1 49,500,000
pertanian/perkebunan

Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan 82 105,606,177,854
ProgramPendidikan Anak Usia Dini 4 4,630,341,300

ProgramWajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

12 7,268,520,625

Program Pendidikan Menengah
ProgramPendidikan LuarBiasa

13
1

50,529,715,650
608,465,000
974,402,500

13,638,752,6509

3ProgramPeningkatan Mutu Pendidik dan
TenagaKependidikan

~,..------+-~-.,-----+-~--~------+----1

Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
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Pengembangan dan Pemanfaatan TIK 5 978,487,500
untuk Pendidikan

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 1.839,253,000
ProgramPendidikan Tinggi 2 7,994,000,000
ProgramKegiatan Belajar Mengajar 1 10,123,615,129
ProgramPendidikan Non Formal dan 19 2,764,579,500
Informal

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 5,795,000
Program Penge10laan Kekayaan Budaya 4 1,229,450,000

ProgramPengelolaan Keragaman 5 1,335,800,000
Budava
Pengembangan SeniBudaya Lampung 1 865,000,000
Dinas Kesehatan 25 86,211,052,650

ProgramObatdan Perbekalan Kesehatan 2 10,497,176,500
ProgramUpaya Kesehatan Masyarakat 1 4,159,575,500
ProgramPerbaikan Gizi Masyarakat 1 10,896,027,100
ProgramPeningkatan Kesehatan 1 6,091,914,000
Lingkungan

ProgramSurveilance Epidemiologi dan 1 858,350,000
Penanggulanagan Wabah

ProgramUpaya Pelayanan Kesehatan 2 45,357,271,200
Perorangan

Programkebijakandanmanajemen 4 617,553,000
Pembangunan Kesehatan

ProgramKesehatanlbu,Kesehatan Anak 1 894,000,000
dan Peningkatan Keselamatan lbu
Melahirkan dan Anak

ProgramUpaya Pelayanan Kesehatan 2 418,864,750
Tradisional

Program AlatKesehatan dan Makanan 2 138,879,000
Minuman

Program Pemberantasan Penyakit 1 4,344,946,500
ProgramSumher Daya Manusia 4 1,132,749,100
Kesehatan
Program PromosiKesehatan 2 722,246,000
Program Pembiayaan Dan [amman 1 81,500,000
Kesehatan

RSUO Dr.HAHOUL MOELOEK 9 340,082,299,129
ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber I 1 1,110,960,000
Daya Aparatur
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